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KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

PROVINS NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LOMBOK TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

ditetapkan dengan undang- undang yang 

pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 

(satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar 

pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
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Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6628); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Noor 6646); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Perungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas 

Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6848); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

dan 

BUPATI LOMBOK TENOAH 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok 

Tengah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 

unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. 

9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup 

adalah Peraturan Bupati Lombok Tengah. 

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenai Pajak. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, 

dan/atau perizinan. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut retribusi tertentu. 
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16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, 

atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan. 

18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 

dan perairan pedalaman. 

19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 

atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi 

dan di bawah permukaan bumi. 

20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 

lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau 

NJOP pengganti. 

21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHT adalah Pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh 

orang Pribadi atau Badan. 

23. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan 
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diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang­ 

undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 

disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa 

tertentu. 

25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa 

tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada 

konsumen akhir. 

26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan 

dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau 

diserahkan, baik secara langsung maupun tidak 

langsng, atau melalui pesanan oleh restoran. 

27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan 

Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut 

bayaran. 

28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang 

dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang 

di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik. 

29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi 

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan 

dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas 

lainnya. 

30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan 

dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 

ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan scbagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan 

atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, 

dan/atau keramaian untuk dinikmati. 

32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan 

reklame. 

33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media 

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 



tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau menarik perhatian umum 

terhadap sesuatu. 

34. Pajak Air Tanah 

adalah Pajak atas pengambilan dan/atau 

yang selanjutnya disingkat PAT 

pemanfaatan air tanah. 

35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan 

tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 

36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak 

atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 

disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan 

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang mineral dan batu 

bara. 

38. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet. 

39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalia, yaitu collocalia Juuchliap haga collocalia 

maxina collocalia esclanta, dan collocalia linchi 

40. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut 

persentase tertentu. 

41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disebut Opsen PK adalah Opsen yang dikenakan oleh 

kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang 

dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l 

(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 
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44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat 

mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fas~litas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingungan. 

47, Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada 

pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 

merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar 

teknis Bangunan Gedung. 

48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disebut SLF Sertifikat Laik Fungsi adalah 

sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung 

sebelum dapat dimanfaatkan. 

49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti 

hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 

50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 



51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

52. Surat Pemberitahuan 

selanjutnya disingkat sppr, adalah surat yang 

digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

terutang kepada Wajib Pajak. 

53. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

BAB II 

PAJAK 

Bagian Kesatu 

Jenis Pajak 

Pasal 2 

Jenis Pajak terdiri atas 

a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 

e. PBJT atas 

I. Makanan dan/atau Minuman; 

2. Tenaga Listrik; 

3. Jasa Perhotelan; 

4. Jasa Parkir; dan 

5. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

d. Pajak Reklame; 

e. PAT; 

f. Pajak MBLB; 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB. 

Pajak Terutang, yang 



Pasal 3 

(I) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 

terdiri atas : 

a. PBB-P2; 

b. Pajak Reklame; 

c. PAT; 

d. Opsen PKB; dan 

e. Opsen BBNKB 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri 

oleh Wajib Pajak terdiri atas : 

a. BPHTB; 

b. PBJT atAs; 

1. Makanan dan/atau Minumn; 

2. Tenaga listrik; 

3. Jasa perhotelan; 

4. Jasa parkir; dan 

5. Jasa kesenian dan hiburan; 

c. Pajak MBLB; dan 

d. Pajak Sarang Burung Walet. 

Bagian Kedua 

Rincian Pajak 

Paragraf I 

PBB-P2 

Pasal 4 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau 

pengurukan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) adalah kepemilikan, 

penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: 



a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, 

kantor pemerintahan daerah, dan kantor 

penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai 

barang milik negara atau barang milik daerah; 

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan 

semata-mata untuk melayani kepentingan umum 

dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, 

pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata 

digunakan untuk tempat makam (kuburan), 

peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 

d. Buri yang merupakan hutan lindung, hutan 

suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan 

tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh 

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik; 

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh 

badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

keuangan negara; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, 

moda raya terpadu (Mass Rapid Tarnsit), lintas 

raya terpadu (Light Rail Transit, atau yang sejenis; 

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya 

berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh 

Bupati; dan 

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak 

Bumi dan/atau Bangunan oleh Pemerintah. 

Pasal 5 

(I) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 

atas bangunan. 



(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 

atas bangunan. 

Pasal 6 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 

(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih 

dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP 

tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

hanya diberikan atas salah satu objek PBB.P2 untuk 

setiap tahun Pajak. 

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak 

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayahnya. 

(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. 

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB. P2 

sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatur dengan 

Perbup yang berpedoman pada peraturan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2 

perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Dasar pengenaan PBB.P2 ditetapkan paling rendah 

20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% 

(seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP 

tidak kena Pajak. 

(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan 

dengan mempertimbangkan: 

a) kenaikan NJOP hasil penilaian; 



b) bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau 

c) klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah 

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan bupati. 

(4) Ketentuan mengena persentase 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada 

peraturan perundang- undangan. 

Pasal 8 

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 

(satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,101% (nol 

koma satu nol satu persen) per tahun. 

b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.00O (satu 

miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,201 % (nol 

koma dua nol satu persen) per tahun. 

(2) Dalam hal objek Pajak berupa lahan produksi pangan 

dan ternak ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 

(satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol 

koma satu persen) per tahun. 

b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu 

miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma 

lima belas persen) per tahun. 

Pasal 9 

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB.- P2 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) 

dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (l) atau ayat (2). 

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat 

terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau 

pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. 

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal l 

Januari. 



(4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah 

yang meliputi letak objek PBB- P2. 

(5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah 

di wilayah Daerah. 

(6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 

wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan 

berikut berada : 

a. laut pedalaman dan perairan darat serta 

bangunan diatasnya, dan 

b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman 

dan perairan darat yang konstruksi tekniknya 

terhubung dengan bangunan yang berada di 

daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. 

Paragraf 2 

BPHTB 

Pasal 10 

(I) Objek BPHTB adalah Perolehan hak atas tanah 

dan/atau Bangunan. 

(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: 

a. pemindahan hak karena: 

I. jual beli; 

2. tukar-menukar; 

3. hibah; 

4. hibah wasiat; 

5. waris; 

6. pemasukan dalam perseroan atau badan 

hukum lain; 

7. pemisahan hak yang mengakibatkan 

peralihan; 

8. penunjukan pembeli dalam lelang; 

9. pelaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

10. penggabungan usaha; 

11. peleburan usaha; 

12. pemekaran usaha; atau 

13. hadiah; dan 



syarat dengan internasional 

b. pemberian hak baru karena: 

• kelanjutan pelepasan hak; atau 

2. diluar pelepasan hak. 

(3] Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. hak milik; 

b. hak guna usaha; 

c. hak guna Bangunan; 

d. hak pakai; 

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 

f. hak pengelolean. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah 

perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan: 

a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

penyelenggara negara dan lembaga negara 

lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara 

atau barang milik daerah; 

b. oleh negara untuk penyelenggaraan 

pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 

c. untuk badan atau perwakilan 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

lain di luar fungsi dan tugas badan atau 

perwakilan lembaga tersebut yang diatur 

dengan Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang keuangan negara; 

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi 

hak atau karena perbuatan hukum lain dengan 

tidak adanya perubahan nama; 

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan 

untuk kepentingan ibadah; dan 



h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4] huruf h yaitu untuk 

kepemilikan rumah pertama dengan kriteria 

tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian 

kemudahan pembangunan dan perolehan rumah 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur 

oleh menteri yang menyelenggarakan Ursan 

Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. 

Pasal 1l 

(I) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan 

yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan 

yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

Pasal 12 

(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai 

perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Pajak dan Retribusi. 

(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan scbagai berikut: 

a. harga transaksi untuk jual beli; 

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah 

wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau 

Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang 

mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena 

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas 

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, 

pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan 

hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, 

pemekaran usaha, dan hadiah; dan 



c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah 

lelang untuk penunjukan pembeli lelang. 

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih 

rendah daripada NJOP yang digunakan dalam 

pengenaan PB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, 

dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP 

yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun 

terjadinya perolehan. 

(4) Dalam menentukan besaran BPHT terutang, 

Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek 

pajak tidak kena pajak scbagai pengurang dasar 

pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(). 

(5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak 

ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh 

juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak 

di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. 

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau 

waris scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang 

pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 

satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat 

atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan 

objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar 

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pasal 13 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (Lima persen). 

Pasa 14 

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) 

setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak 

kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2 

ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 



(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: 

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli. 

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta 

untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, 

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan 

peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, 

pemekaran usaha, dan/atau hadiah; 

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa 

oleh penerima waris mendaftarkan peralihan 

haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; 

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; 

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak untuk pemberian hak baru atas 

tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; 

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar 

pelepasan hak; atau 

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk 

lelang. 

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak 

menggunakan perjanjian pengikatan jual beli 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka 

saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat 

ditandatanganinya akta jual beli. 

(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan 

perjanjian pengikatan jual beli sebelum 

ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: 

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, 

wajib pajak mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau 

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, wajib pajak 

melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. 

(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena 

jual beli paling lambat dilunasi pada saat 

penandatanganan akta jual beli. 
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(6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah 

tempat tanah dan/atau Bangunan berada. 

Pasal 15 

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang­ 

undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat 

menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB. 

Pasa 16 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai 

kewenangannya wajib ; 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib 

pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan 

hak atas tanah dan/atau bangunan; dan 

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau 

Bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (l] 

kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris 

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l), dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. denda scbesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a ;  dan/atau 

b. denda sebesar Rp1.000.000,0O (satu juta rupiah) 

untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) huruf b. 

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang 

negara wajib: 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib 

Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; 

dan 

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling 

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang 

negara yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan 

bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) diatur dengan Perbup. 

Pasal 17 

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat 

melakukan pendaftaran hak atas tanah atau 

pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib 

Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar 

ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paragraf 3 

Pajak Barang dan Jasa Tertentu 

Pasal 18 

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau 

konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: 

a. Makanan dan/atau Minuman; 

b. Tenaga Listrik; 

c. Jasa Perhotelan; 

d. Jasa Parkir; dan 

e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

Pasal 19 

() Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau 

Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang 

disediakan oleh: 

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan 

penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa 

meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan 

mmum; 

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 

• proses penyediaan bahan baku dan bahan 

setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta 

penyajian berdasarkan pesanan; 

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh 

pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana 



penymmpanan dan proses pembuatan 

dilakukan; dan 

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa 

peralatan dan petugasnya. 

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) adalah penyerahan Makanan 

dan/atau Minuman: 

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi 

Rp.60.000.000 (enam puluh juta) per tahun; 

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang 

tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau 

Minuman; 

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau 

Minuman; atau 

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan 

usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa 

menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. 

Pasal 20 

(I)Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT 

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh 

pengguna akhir. 

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi; 

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara 

negara lainnya; 

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang 

digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 

Negara asing berdasarkan asas timbal balik; 

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti 

jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang 

sejenis; dan 

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri 

dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan 

izin dari instansi teknis terkait. 



Pasal 21 

(l]Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan 

fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang 

rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan 

seperti: 

a. hotel; 

b. hostel; 

c. vila; 

d. pondok wisata; 

e. motel; 

r. losmen; 

8 wisma pariwisata; 

h. pesanggrahan; 

i. rumah 

penginapan/ guesthouse/ bungalow/resort/ cottage; 

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai 

hotel; dan 

k. glamping. 

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan 

oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; 

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama 

perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti 

sosial lainnya yang ejenis; 

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau 

kegiatan keagamaan; 

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di 

hotel. 

Pasal 22 

(I)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam asal 18 

huruf d meliputi: 

a. penyedia atau penyelenggara tempat parkir; 

dan/atau 

b. pelayanan memarkirkan kendaraan [parkir valet. 
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(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh 

perkantoran yang hanya digunakan untuk 

karyawan sendiri; 

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh 

kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing 

dengan asas timbal balik; dan 

d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial 

keagamaan. 

Pasal 23 

(l)Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf e meliputi: 

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual 

lainnya yang dipertontonkan secara langsung 

disuatu lokasi tertentu; 

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau 

busana; 

c. kontes kecantikan; 

d. kontes binaraga; 

e. pameran; 

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan 

bermotor; 

h. permainan ketangkasan; 

i. olahraga permainan dengan menggunakan 

tempat/ruang dan/atau peralatan dan 

perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; 

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana 

pendidikan, wahana budaya, wahana salju, 

wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan 

kebun binatang; 

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan 

I. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi 

uap/spa. 



(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah Jasa 

Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: 

a, promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut 

bayaran; 

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak 

dipungut bayaran; dan/atau 

c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang 

dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 

provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak 

dipungut bayaran. 

Pase 24 

(1) Subjek PBIT adalah konsumen barang dan jasa 

tertentu. 

(2) Wajib PBT adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau 

oleh diterima 

konsumsi barang dan jasa tertentu. 

Pasal 25 

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang 

dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, 

meliputi: 

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia 

Makanan dan/atau Mimuman untuk PBT atas 

Makanan dan/atau Minuman; 

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga 

Listrik; 

c. jumlah pembayaran kepada ponyedia Jasa 

Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; 

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau 

penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia 

layanan memarkirkan kendaraan untuk PEJT atas 

jasa parkir; dan 

e. jumlah pembayaran 

penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk 

PBJT atas kesenian dan hiburan. 

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) menggunakan voucer atau bentuk lain yang 

sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, 

¥ 



dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah 

atau mata uang lainnya tersebut. 

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l), dasar pengenaan PBJT 

dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa 

sejenis yang berlaku di wilayah Daerah. 

Pasal 26 

(I Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (l) huruf b ditetapkan untuk : 

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain 

dengan pembayaran; dan 

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 

(2) Nilai jual yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang 

berasal dari sumber lain dengan pembayaran 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) huruf a, 

dihitung berdasarkan : 

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah 

dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang 

ditagihkan dalam rekening listrik, untuk 

pascabayar; dan 

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. 

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga 

listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimane dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan : 

a. kapasitas tersedia, 

b. tingkat penggunaan listrik, 

c. jangka waktu pemakaian listrik, dan 

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah 

Daerah. 

(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang 

ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari 

sumber lain dengan pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) huruf a, dan ketentuan tidak 

terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai 

Wajib Pajak melakukan penghitungan dan 

Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk 



penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau 

diserahkan. 

Pasal 27 

(l) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) Khusus tarif PBT atas jasa hiburan pada diskotek, 

karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa 

ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). 

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: 

a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh 

industri, pertambangan minyak bumi dan gas 

alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan 

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, 

ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 

Pasal 28 

(1 Besaran pokok PBIT yang terutang dihitung dcngan 

cara mergalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: 

a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau 

Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau 

Minuman; 

b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk 

PBJT atas Tenaga Listrik; 

c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan 

untuk PBT atas Jasa Perhotelan; 

d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan 

tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan 

e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan 

Hiburan untuk PBT atas Jasa Kesenian dan 

Hiburan. 

(3) PBIT yang terutang dipungut di wilayah Daerah 

tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi 

Barang dan Jasa Tertentu dilakukan. 



Paragraf 

Pajak Reklame 

Paseal 29 

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 

Reklame. 

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) meliputi: 

a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron; 

b. Reklame kain; 

c. Reklame melekat/stiker; 

d. Reklame selebaran; 

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

f. Reklame udara; 

g. Reklame apung; 

h. Reklame film/ slide; dan 

i. Reklame peragaan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: 

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, 

radio, warta harian, warta mingguan, warta 

bulanan, dan sejenisnya; 

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk 

membedakan dari produk sejenis lainnya; 

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 

melekat pada bangunan dan/atau didalam area 

tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, 

bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Perbup 

dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur 

tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau 

pemerintah negara lainnya; dan 

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka 

kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak 

disertai dengan iklan komersial. 

Pasal 30 

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan Reklame. 



(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan 

yang menyelenggarakan Reklame. 

Pasal 31 

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa 

Reklame. 

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, 

nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. 

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa 

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan 

yang digunakan, lokasi penempatan, waktu 

penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, 

dan ukuran media Reklame. 

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame scbagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap 

wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan 

menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai 

sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur dengan Perbup. 

Pasal 32 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh 

lima persen). 

Pasal 33 

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak 

reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 

(1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32. 

(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat 

terjadinya penyelenggaraan Reklame. 

(3)Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan 

Reklame. 

(4) Khusus untuk Reklame 

dimaksud dalam Pasal 29 

berjalan sebagaimana 

ayat (2) huruf e, Pajak 

• 



Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar. 

Paragraf 5 

PAT 

Pasal 34 

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air tanah. 

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan 

untuk: 

a. keperluan dasar rumah tangga; 

b. pengairan pertanian rakyat; 

c. perikanan rakyat; 

d. peternakan rakyat; 

e. keperluan keagamaan; 

f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah 

untuk konservasi serta penelitian guna 

pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan 

dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan 

atas sumber air beserta lingkungannya; dan 

g pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah 

yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan 

Pemerintah Daerah yang tidak dikomersilkan. 

Pasal 35 

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. 

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. 

Pasal 36 

( Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air 

tanah. 

(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) adalah hasil perkalian antara harga air baku 

dengan bobot air tanah. 

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan 

pengendalian sumber daya Air Tanah. 



(4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas 

faktor berikut: 

a. jenis sumber air; 

b. lokasi sumber air; 

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. kualitas air; dan 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Perbup dengan 

berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang 

ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

Pasal 37 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

Pasal 38 

(I) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. 

(2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan 

dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah 

tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah. 

Paragraf 6 

Pajak MBLB 

Pasal 39 

(1) Objek pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan 

MBLB yang meliputi: 

a, asbes; 

b. batu tulis; 

c. batu setengah permata; 

d. batu kapur; 



e. batu apung; 

r. batu permata; 

g. bentonit; 

h. dolomit; 

i. feldspar; 

1. garam batu (halite]; 

k. grafit; 

I. granit/andesit; 

m. gips; 

n. kalsit; 

0. kaolin; 

p. leusit; 

q. magnesit; 

r. mika: 

' 
s. marmer; 

t. nitrat; 

u. obsidian; 

v, oker; 

w, pasir dan kerikil; 

x. pasir kuarsa; 

y. perlit; 

z. fosfat; 

aa. talk; 

bb. tanah serap (fullers earth); 

cc. tanah diatom; 

dd. tanah liat; 

ee. tawas (alum); 

ff. tras; 

gg. yarosit; 

hh. zeolit; 

ii. basal; 

jj. trakhit; 

kk. belerang; 

11. MBLB ikutan dalam 

mineral; dan 

suatu pertambangan 

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

f 



(2) Yang dikecualikan dari objek pajak MBLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 

pengambilan MBLB: 

a. untuk keperluan rumah tangsa dan tidak 

diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan 

b. untuk keperluan tiang 

listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman 

pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi 

permukaan tanah. 

Pasal 40 

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan 

yang mengambil MBLB. 

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan 

yang mengambil MBLB. 

Pasa] 41 

(l) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil 

pengambilan MBLB. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase 

pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis 

MBLB. 

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dihitung berdasarkan harga jual rate-rata tiap jenis 

MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah 

Daerah. 

(4) Harga patokan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pertambangan mineral 

dan batu bara. 

Pasal 42 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh 

persen). 

Pasal 43 

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) 

dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42. ¥ 



(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat 

terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. 

(3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang 

dipungut di wilayah Daerah. 

Paragraf 7 

Pajak Sarang Burung Walet 

Pasal 44 

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung 

Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yaitu 

pengambilan Sarang Burung Walet yang telah 

dikenakan penerimaan negara bukan Pajak. 

Pasa] 45 

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang 

pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 

dan/atau mengusahakan sarang burung walet. 

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang 

pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan 

/atau mengusahakan sarang burung walet. 

Pasal 46 

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah 

nilai jual sarang burung walet. 

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana 

dimaksud pada ayat () dihitung berdasarkan 

perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung 

Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang 

burung walet. 

Pasal 47 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % 

(sepuluh persen). 

Pasal 48 

(I) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 

pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 

dimnaksud dalam Pasal 46 ayat (l) dengan tarif Pajak 

Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47, 



(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 

pada saat terjadinya pengambilan dan/atau 

pengusahaan Sarang Burung Walet. 

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang 

terutang di wilayah Daerah. 

Paragraf 8 

Opsen PKB 

Pasal 49 

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB. 

Pasal 50 

(I) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB. 

(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan 

pemungutan Pajak terutang dari PKB. 

Pasal 51 

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB 

terutang. 

Pasal 52 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh 

enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang. 

Pasal 53 

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. 

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat 

terutangnya PKB. 

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan 

bermotor terdaftar. 

Paragraf 9 

Opsen BBNKB 

Pasal 54 

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari 

BBNKB. 

Pasal 55 

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak 

BBNKB. 



(2) Pemungutan opsen BBNKB dilakukan bersamaan 

dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB. 

Pasal 56 

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan 

BBNKB terutang. 

Pasal 57 

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam 

puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang. 

Pasal 58 

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif 

sebagaimana dimaksud pada Pasa 57. 

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat 

terutangnya BBNKB. 

(3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah 

Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. 

Bagian Ketiga 

Masa Pajak dan Tahun Pajak 

Pasal 59 

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang 

pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif 

dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun 

waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 

atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis pajak yang dipungut 

berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali 

untuk BPHTB. 

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan untuk jangka waktu l (satu) bulan 

kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) 

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

yang terutang. 



(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu yang lamanya l (satu) tahun 

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun 

Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) diatur dengan Perbup. 

Bagian Keempat 

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan 

Yang Telah Ditentukan 

Pasal 60 

(I) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d 

dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) 

untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan 

serta peningkatan moda dan sarana transportasi 

umum. 

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

bangka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh 

persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum. 

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur 

penerangan jalan umum serta pembayaran biaya 

atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan 

jalan umum. 

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (I) huruf c, dialokasikan paling 

sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, 

penanggulangan, dan pemulihan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam 

Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan 

kuantitas air tanah, meliputi: 

a. penanaman pohon; 

b. pembuatan lubang atau sumur resapan; 

c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan 



d. pengelolaan limbah. 

BAB Ill 

RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Jenis Retribusi 

Pasal 61 

Jenis Retribusi terdiri atas: 

a. Retribusi Jasa Umum; 

b. Retribusi Jasa Usaha; dan 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Bagian Kedua 

Retribusi Jasa Umum 

Paragraf 

Pasal 62 

(I)Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6l ayat (I) huruf a meliputi: 

a. pelayanan Kesehatan; 

b. pelayanan kebersihan; 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

d. pelayanan pasar; 

(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa 

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan 

Daerah scbagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang 

diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur 

dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam 

Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dilaksanakan dengan ketentuan: 
4 



a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ 

undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) 

disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan 

urusan di bidang keuangan, menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalar 

negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak Perbup ditetapkan. 

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yaitu pelayanan 

jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan 

usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 63 

(I) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan 

kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, 

puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit 

umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan 

lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari pelayanan kesehatan sebagimana 

dimaksud ayat (l) adalah pelayanan administrasi. 

Pasal 64 

(I)Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 ayat (l) huruf b merupakan pelayanan 

kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah, meliputi: 

a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari 

sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; 

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau 

lokasi pembuangan sementara ke lokasi 

pembuangan akhir sampah/pengolahan atau 

pemusnahan akhir sampah; 



c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan 

atau pemusnahan akhir sampah; 

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan 

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, 

dan industri. 

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah 

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat 

ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 

Pasal 65 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan 

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesua dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 66 

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 

ayat (l) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar 

tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios 

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 67 

(1) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi 

atau Badan yang menggunakan atau menikmati 

pelayanan Jasa Umum. 

(2) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi 

atau badan yang menurut peraturan perundang­ 

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. 

Pasal 68 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum 

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah 

Daerah penyelenggaraan jasa 

bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum 

scbagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan 

dengan ketentuan: 

k 



a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis 

pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka 

waktu pelayanan; 

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis 

pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau 

jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair; 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur 

berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan 

lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau 

jangka waktu pemakaian tempat parkir; 

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi 

pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas 

pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; 

dan 

Pasa] 69 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 

pengendalian atas pelayanan terscbut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 

biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan 

biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya 

memperhatikan biaya penyediaan jasa scbagaimana 

dimaksud pada ayat (l), penetapan tarif hanya untuk 

menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan mengenai BLUD. 

Pasal 70 

(I) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif 

retribusi. 



(2) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks 

harga dan perkembangan perekonomian, tanpa 

melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. 

(5) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perbup. 

Bagian Ketiga 

Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 71 

(I) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa 

yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I huruf b 

meliputi: 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar 

grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha 

lainnya; 

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil 

bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya 

dalam lingkungan tempat pelelangan; 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan 

jalan; 

d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

f. pelayanan jasa kepelabuhan; 

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan 

olahraga; 

h. pelayanan penyeberangan orang atau barang 

dengan menggunakan kendaraan di air; 

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah 

Daerah; dan 

j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset 

# 



daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan 

dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang 

diberikan oleh BLUD scbagaimana dimaksud 

pada ayat (3), diatur dalam Perbup sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam 

Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4] 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ 

undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ckonomi biaya tinggi. 

(6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan 

urusan di bidang keuangan, menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, 

dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

Perbup ditetapkan. 

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, 

Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal 72 

Penyediaan 

pertokoan 

tempat kegiatan 

dan tempat 

usaha berupa pasar grosir, 

kegiatan usaha lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat (l) huruf a 

merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa 

fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang 



dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang 

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 73 

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi 

dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam 

lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 ayat (l) huruf b merupakan 

penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus 

disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan 

pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan 

termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang 

disediakan di tempat pelelangan. 

(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) adalah tempat yang 

dikontrakan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain 

untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 

Pasal 74 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c 

merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar 

badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah. 

Pase1 75 

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7I ayat (I) huruf d 

merupakan penyediaan tempat 

penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 76 

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7I ayat (1) huruf e merupakan 

pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, 

termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan 

sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 77 

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan 
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kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 78 

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat (l) huruf g 

merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan 

olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 79 

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan 

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 

kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah 

Pasal 80 

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7I ayat (1) huruf i 

merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 81 

(1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah 

dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tl ayat (I) hurufj 

termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa aset 

daerah sebagaimana dimaksud ayat pada (l) adalah 

penyewaan aset milik daerah. 

Pasal 82 

(I) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi 

atau Badan yang menggunakan atau menikmati 

pelayanan jasa usaha. 
f 



(2) Wajib retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi 

atau Badan yang berdasarkan peraturan perundang­ 

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi atas pelayanan jasa usaha. 

Pasal 83 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha 

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah 

yang jasa penyelenggaraan Daerah untuk 

bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 

dengan ketentuan : 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur 

berdasarkan luas tempat usaha, 

layanan, dan/atau jangka waktu 

frekuensi 

pemakaian 

fas~litas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat 

usaha lainnya; 

b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan 

luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, 

dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat 

pelelangan; 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan 

jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, 

frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu 

pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar 

badan jalan; 

d. penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/ 

villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi 

layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian 

fas~litas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa; 

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak 

diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis 

layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka 

waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan; 

f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah 

raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi 



layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian 

fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; 

g penjualan produksi usaha Daerah diukur 

berdasarkan jenis dan/atau volume produksi 

usaha daerah; dan 

h. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis 

layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka 

waktu pemakaian kekayaan Daerah. 

Pasal 84 

(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila 

pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara 

efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang mengatur BLUD. 

Pasal 85 

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan 

tarif Retribusi. 

Pasal 86 

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan 

tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan 

dengan Perbup untuk barang milik daerah berupa 

a. sewa yang masa sewanya lebih dari I (satu) 

tahun; 

b. kerja sama pemanfaatan; 

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau 



d. kerja sama penyediaan infrastruktur. 

(3) Penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan 

pemanfaatan barang milik daerah. 

(4] Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

dengan ketentuan 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ 

undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

d. pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik 

Daerah. 

(5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan yang 

mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah. 

(6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali, 

(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks 

harga dan perkembangan perekonomian, tanpa 

melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. 

(8) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) ditetapkan dengan Perbup. 

Bagian Keempat 

Retribusi Perizinan Tertentu 

Pasal 87 

(I)Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek 

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6l ayat (l) huruf c yaitu; 

a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan 



b. penggunaan tenaga kerja asing; 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 88 

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF 

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerbitan PB dan SLF sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi 

pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi 

bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti 

Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan 

plakat SLF. 

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk 

permohonan persetujuan: 

a, Pembangunan baru; 

b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan 

belum memiliki PBG dan/atau SLF; 

c. PBG perubahan untuk : 

I. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 

2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 

3. perubahan luas Bangunan Gedung; 

4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen 

pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi 

aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 

6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat 

kerusakan sedang atau berat; 

7. perlindungan dan/atau pengembangan 

Bangunan Gedung cagar budaya; atau 

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak 

dikawasan cagar budaya. 

d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan 

pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. 



(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah 

bangunan milik pemerintah, pemerintah provinsi, 

Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki 

fungsi keagamaan /peribadatan. 

Pasal 89 

(I) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (l) huruf 

b merupakan pelayanan pengesahan rencana 

perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing sesuai 

wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penggunaan tenaga kerja asing. 

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yaitu 

penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi 

pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan 

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, 

dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 

Pasal 90 

(1) Subjek Retribusi perizinan tertentu merupakan orang 

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 

pemberian perizinan tertentu. 

(2) Wajib Retribusi perizinan tertentu merupakan orang 

pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan 

tertentu. 

Pasal 91 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan 

Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang 

dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul 

Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang 

bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pclayanan perizinan 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan PBG 
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diukur berdasarkan formula yang mencerminkan 

biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. 

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: 

I. luas total lantai; 

2. indeks terintegrasi; dan 

3. indeks Bangunan Gedung terbangun. 

b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, 

meliputi: 

I. volume; 

2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan 

3. indeks Bangunan Gedung terbangun. 

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan 

tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (l] 

ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan 

penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan 

frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu 

layanan; 

Pasal 92 

(I) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan 

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) meliputi biaya penerbitan 

dokumen iin, pengawasan, penegakan hukum, 

penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari 

pemberian izin tersebut. 

(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalan 

Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang­ 

undangan mengenai bangunan gedung. 

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan 

tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (l), biaya 

penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada 



ketentuan perundang-undangan mengenai 

penggunaan tenaga kerja asing. 

Pasel 93 

(I) Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan 

jasa dengan tarif Retribusi. 

(2) Khusus untuk retribusi perizinan tertentu atas 

pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang 

dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 

penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG 

dengan harga satuan retribusi PBG. 

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terdiri atas: 

a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan 

Gedung; atau 

b. harga satuan bangunan gedung untuk prasarana 

Bangunan Gedung. 

Pasal 94 

(I) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang 

ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang 

terutang. 

(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) dinyatakan dalam satuan mata uang selain 

rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus 

dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan 

menggunakan kurs pada saat terutang yang 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk 

kepentingan perpajakan. 

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan 

Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini. 

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 

(5) Peninjauan tarif Retribusi scbagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks 

harga dan perkembangan perekonomian, tanpa 
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melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan 

Tertentu. 

(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya 

dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam 

tabel harga satuan Bangunan Gedung negara atau 

standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas. 

(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan 

penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang 

ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai 

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan 

pajak yang berlaku pada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan. 

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan 

Perbup. 

Bagian Kelima 

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi 

sebagai (I) Dokumen 

Pasal 95 

(I) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 

pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut 

dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan mengenai BLUD 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan 

penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perbup. 

BAB IV 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Pasal 96 

yang digunakan 

pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
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penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan 

pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. 

(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah 

surat pemberitahuan pajak daerah. 

(3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah wajib diisi 

dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh 

Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik 

berbentuk dokumen tercetak mapun dokumen 

elektronik. 

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, 

kartu langganan, surat perjanjian, dan surat 

pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan 

atau perizinan elektronik. 

Pasal 97 

(I) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan 

pajak dan retribusi. 

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak 

dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

meliputi pengaturan mengenai: 

a. pendaftaran dan pendataan; 

b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; 

c. pembayaran dan penyetoran; 

d. pelaporan; 

e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan 

ketetapan; 

f. pemeriksaan Pajak; 

g. penagihan Pajak dan Retribusi; 

h. keberatan; 

i. gugatan; 

j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh 

Bupati; 



k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara 

pemungutan Pajak dan Retribusi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup yang 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

BAB V 

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, 

PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS 

POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU 

SANKSINYA 

Bagian Kesatu 

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha. 

Pasal 98 

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan 

berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal 

kepada pelaku usaha di Daerah. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, 

dan/atau sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dapat diberikan atas permohonan wajib Pajak 

dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara 

jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, 

meliputi: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi; 

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak 

terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau 

penyebab lainnya yang terjadi bukan karena 

adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan 

untuk menghindari pembayaran Pajak; 

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha 

mikro dan ultra mikro; 



d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam 

mencapai program prioritas Daerah; dan/atau 

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat 

dalam mencapai program prioritas nasional. 

(4] Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3] merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan 

kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3] 

huruf a dan huruf b, dilakukan dengan 

memperhatikan faktor: 

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh 

Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; 

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi; 

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib 

Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap 

perekonomian Daerah dan lapangan kerja di 

Daerah yang bersangkutan; dan/atau 

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, 

dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan 

ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang 

tercantum dalam rencana pembangunan jangka 

menengah daerah. 

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3] 

huruf e dilakukan dalam rangka percepatan 

penyelesaian proyek strategis nasional. 

Pasal 99 

(I) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 98 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan 

dilaporkan kepada DPRD. 
¥ 



(2) Laporan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam 

memberikan insentif fiskal. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata 

cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Perbup. 

Pasal 100 

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan 

permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, 

apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau 

Retribusi untuk tujuan lain. 

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) bertujuan untuk memastikan 

bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang 

mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk 

menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan 

dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 

ayat (3) dan ayat (5). 

Bagian Kedua 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 

Pasal 101 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 

keringanan, pengurangan, pembebasan, 

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi 

Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan 

kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau 

objek Pajak atau objek Retribusi. 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, 

dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) dilakukan dengan memperhatikan 

kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau 

objck Pajak atau objck Rctribusi. 

(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau 

tingkat likuiditas Wajib Pajak. W 



(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, 

tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari 

golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan 

batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak 

bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau 

konflik sosial. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata 

cara keringanan, penguarangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok 

Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perbup. 

Bagian Ketiga 

Kemudahan Perpajakan Daerah 

Pasal 102 

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan 

Daerah kepada Wajib Pajak, berupe: 

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan Pajak; dan/atau 

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundean 

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. 

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami 

keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu 

memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau 

berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan 

dalam keputusan Bupati. 

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat I 1 huruf b 

dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan 

likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga 

Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 

pelunasan Pajak pada waktunya 

kewajiban 



(5] Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan 

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang 

ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang sebagaimane dimaksud 

pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun 

terakhir. 

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: 

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan 

permohonan Wajib Pajak; 

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak 

dan/atau masa angsuran atau lamanya 

penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau 

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk 

jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. 

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 

pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga 

scbesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari 

jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(10)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (4) meliputi: 

a. bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau 

d. wabah penyakit. 

(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata 

cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur 

dengan Perbup. # 



BAB VI 

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK 

Pasal 103 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak 

lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 

kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan 

atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 

daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh 

Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan Daerah. 

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: 

a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak 

scbagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; 

dan 

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh 

Bupati untuk memberikan keterangan kepada 

pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah 

yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam 

bidang Keuangan Daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang 

memberikan izin tertulis kepada pcjabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) dan tenaga ahli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib 

Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam 

perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim 

sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara 

perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada 

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dan 

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis 

dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 



(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama 

terguagat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara 

perkara pidana atau perdata yang bersangkutan 

dengan keterangan yang diminta. 

BAB VII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 104 

(l) Perangkat Daerah yang melaksanakan 

pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan 

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif scbagaimana dimaksud pada 

ayat (I) ditetapkan melalui anggaran pendapatan 

dan belanja Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup 

dengan berpedoman pada Peraturan Perundang­ 

undangan. 

BAB VIII 

PENYIDIKAN 

Pasal 105 

(I) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

mengenai Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(l) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

1 



pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 

lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan 

Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 

bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 

dokumen lain, serta melakukan penyitaan 

terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya 

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 

1 



umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. 

BABIX 

SANKS! 

Bagian Kesatu 

Sanksi Pidana 

Pasal 106 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi 

Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau 

tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 

tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga 

merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana 

kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat 

Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau 

tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 

tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga 

merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana 

kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 18l ayat 

(2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 107 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat 

dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) 

tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa 

Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau 

Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir. 

Pasal 108 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban 

membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, 



sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam 

pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 

183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 

Pasal 109 

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan 

kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan 

pidana berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 110 

Denda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 106, 

Pasal 108 dan Pasal 109 merupakan pendapatan 

negara. 

Bagian Kedua 

Sanksi Administratif 

Pasal 111  

( 1 )  Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak 

memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan/atau 

kenaikan Pajak atau Retribusi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengenaan sanksi administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup 

berpedoman pada peraturan perundang- undangan 

mengenai pajak dan retribusi daerah. 

Pasal 112 

(I) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 

pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administrstif 

berupa denda. 

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat l (satu) Ditetapkan dengan 

STPD sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu 

rupiah) untuk setiap SPTPD. 



(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika 

Wajib Pajak mengalami keadaan di luar 

kekuasaannya (force majere] 

(4) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) yaitu: 

a, bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau 

d. wabah penyakit. 

Pasal 113 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan 

pelaksanaan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini 

diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum 

diganti dan tidak bertentangan dengan isi ketentuan pada 

Peraturan Daerah ini. 

Pasal 114 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib 

Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan 

Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang 

Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini. 

b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan 

Opsen BBNKB mulai pada tanggal 5 Januari 2025; 

c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang 

milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya 

masa perjanjian. 

d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan 

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, 

hanya dapat dilaksanakan sampai dengan 

diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan 



aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan 

kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak 

dan Retribusi. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 115 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan 

paling lama I (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai 

berlaku. 

Pasal 116 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah. 

Ditetapkan di Praya pada tanggal 19 Januari 2024 
t, BUPATI LOMBOK TENOAHf 

" fH. LAL! PATHUL BAHRI 
Diundangkan di Praya pada tanggal 19 Januari 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, 

H. LALU FIRMAN WIJAYA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1. NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
PROVINSI NUSA TENGOARA BARAT NOMOR 



PENJELA.SAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

NOMOR I TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

L. UMUM 

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, 

kabupaten dan kota. Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan 

tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. 

Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan sccara adil dan selaras 

berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut 

disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 yang 

telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang 

selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, 

transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mengwujudkan pemerataan 

pelayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah 

telah menetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak 

daerah dan retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana diamanatkan untuk membuat 

Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam I (satu) 

Peraturan Daerah. { 



Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk 

memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui 

restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah ll 

(sebelas) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah. pemberian 

sumber-sumber perpajakan yang baru bagi Pemerintah Daerah dengan adanya 

opsen PKB dan BBNKB, dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah pemerintah 

kabupaten Lombok Tengah yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis 

retribusi daerah menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (Lima) jenis Pajak 

yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki 

tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak 

daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) 

menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh 

lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan 

pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. sekaligus mendukung 

kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. 

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur 

perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian 

listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga 

permainan). 

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen 

Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan 

pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan 

kemandirian Daerah tanpa menambah bcban Wajib Pajak. karena penerimaan 

perpajakan akan dicatat sebagai PAD. serta memberikan kepastian atas 

penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut 

pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini 

akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena 

perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak 

juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi 

perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi 

jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi 

Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis 

retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6 



(enam) jenis retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin 

PBG, izin trayek dan IMTA dengan Peraturan Daerah ini izin trayek sudah tidak 

dipungut retribusi. 

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah merupakan upaya 

penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 

mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai 

komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan 

merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta 

mencabut peraturan-Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAR 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jclas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 



Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 

Pase 23 

Cukup jelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup jelas 



Pasal 31 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Cukup jelas 

Pasal 34 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh 

rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan makanan/pangan. 

Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang berbasis 

pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok 

maupun individu. 

Peternakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan yang berbasis 

pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok 

maupun individu. 

Pasal 35 

Cukup jlas 

Pasal 36 

Cukup jelas 

Pasal 37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukup jelas 

Pasal 39 

Cukup jelas 

Pasal 40 

Cukup jelas 

Pasal 4l 

Cukup jelas 

Pasal 42 

Cukup jelas 

Pasal 43 



Cukup jelas 

Pasal 44 

Cukup jelas 

Pasal 45 

Cukup jelas 

Pasal 46 

Cukup jclas 

Pasal 47 

Cukup jelas 

Pasal 48 

Cukup jelas 

Pasal 49 

Cukup jelas 

Pasal 50 

Cukup jelas 

Pasal 5l 

Cukup jelas 

Pasal 52 

Cukup jelas 

Pasal 53 

Cukup jelas 

Pasal 54 

Cukup jclas 

Pasal 55 

Cukup jelas 

Pasal 56 

Cukup jelas 

Pasal 57 

Cukup jelas 

Pasal 58 

Cukup jelas 

Pasal 59 

Cukup jelas 

Pasal 60 

Cukup jclas 

Pasal 6l 

Cukup jelas 



Pasal 62 

Cukup jelas 

Pasal 63 

Cukup jelas 

Pasal 64 

Cukup jelas 

Pasal 65 

Cukup jelas 

Pasal 66 

Cukup jelas 

Pasal 67 

Cukup jelas 

Pasal 68 

Cukup jelas 

Pasal 69 

Cukup jelas 

Pasal 70 

Cukup jelas 

Pasal 71 

Cukup jclas 

Pasal 72 

Cukup jelas 

Pasal 73 

Cukupjelas 

Pasal 74 

Cukup jelas 

Pasal 75 

Cukup jelas 

Pasal 76 

Cukup jelas 

Pasal 77 

Cukup jelas 

Pasal 78 

Cukup jclas 

Pasal 79 

Cukup jelas 



Pasal 80 

Cukup jelas 

Pasal 81 

Cukup jelas 

Pasal 82 

Cukup jclas 

Pasal 83 

Cukup jelas 

Pasal 84 

Cukup jelas 

Pasal 85 

Cukup jelas 

Pasal 86 

Cukup jclas 

Pasal 87 

Cukup jelas 

Pasal 88 

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat tanda bukti 

hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 

Pasal 89 

Cukup jelas 

Pasal 90 

Cukup jelas 

Pasal 91 

Cukup jelas 

Pasal 92 

Cukup jelas 

Pasal 93 

Cukup jelas 

Pasal 94 

Cukup jelas 

Pasal 95 

Cukup jelas 

Pasal 96 

Cukup jelas 

Pasal 97 



Cukup jelas 

Pasal 98 

Cukup jelas 

Pasal 99 

Cukup jelas 

Pasal 100 

Cukup jclas 

Pasal 101 

Cukup jelas 

Pasal 102 

Cukup jelas 

Pasal 103 

Cukup jelas 

Pasal 104 

Cukup jelas 

Pasal 105 

Cukup jelas 

Pasal 106 

Cukup jelas 

Pasal 107 

Cukup jelas 

Pasal 108 

Cukup jelas 

Pasal 109 

Cukup jelas 

Pasal 110 

Cukup jclas 

Pasal 111  

Cukup jclas 

Pasal 112 

Cukup jelas 

Pasal 113 

Cukup jelas 

Pasal 114 

Cukup jelas 

Pasal 115 

Cukup jelas 



Pasal 116 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 

NOMOR I 
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LAMPRANI 

PE#ATURAN DABRAM KABUPATEN LOM'BOK TENGAN 

NOMOR I TAHUN 2024 

4NGOAL 19 JANUARI 2024 

TENTANG PAJAK DAE'AH DAN RETRIBU'S DA.ERAN 

STRUT'UR DAN ESANYA TARP RE TRUST RETRIBU'SL JASA UMUM 

• ARIF PELAYANAN KESE'HA TAN 
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A. DAF'TAR TARIP LAYANAN POLKLINTK / RAWAT JALAN SUD PRYA KABUPATEN LOMBOK TENGAN 
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No NAMA LAYANAN/ INDAKAN JAM SAA.NA JAM LA'AMAN TOTAL 
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NAMA LAYANAN / IINDA.KAN JAA 8ARANA JAS4 LAYANAN TOTAL 
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NO NAMA LAYANAN / TINDAKAN 4ASA 8ARANA JASA LAYANAN TOTAL 

EKSTRAKSI GIGI SU'LUING DENGAN CHLORETYL 14.250 10750 26.000 

PRE.PARAS! KAVITAS KATES 14.2 10.750 25.000 

TAMBALAN SE'MENTAR 4.2 10.750 $.000 
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NAMA LAYANAN / TINDA.CAN 
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NAMA LAYANAN / IINDA.CAN 
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28.$00 21.s00 $0.000 

21.375 16.1% 37.500 

49.87$ 37.62 87.600 

17.813 13.438 312 

14.260 10.7% 25.000 

4275 322 7 

4.250 

4eetar 29.640 

fer 8.500 

22.800 

ASA SARANA TOTAL 

427.500 

• 
• 

=A.. 
110.00o 

EDUKAS! PE.NOUNAAN INSULIN 

4 E KAS! T 

PEMBUATAN RESUME ME.DIS 

JENIS LAYANAN 

VISITE DOKTER UMUM 

VI8IE TER 8SALIS 

I DAFTAR ARIF LAYANAN RAWAT INA RSUD PRAYA KABUA'TEN LOM.BOK TENGAN 

BI JASA LAYANAN MED'K DOTER RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGA 

v 

V ITE  DOTER UMUM 

VISITE DOTER SESLALIS 

4 EDU'KASI ENGK AAN I LIN 

NO 
JENIS LAYANAN 

RAWAT INAP RUANGAN/HAR 

SARANA J y NAN 

92.340 69.60 

15.000 36.00 $0.000 

24.000 $6.000 80.000 

4.$00 10.$00 15.000 

� 



NO NAMA LA'YANAN / TINDAKAN ASA 8ARANA 4ASA LAYANAN [ TOTAL 

EDU'KASI OAT 4.500 pa 16.000 

EMDU"AN RESUME ME.DIS 9.000 2 30.000 

• BACA HASIL EKG 12.00 28.000 40.000 

NO 
JEN1S LAYANAN 

KELAS IT 

A.4 SAA.NA 4ASA LAYANAN UMLAN 

4AT [NAP RLANGAN MAR $6.$7% 

# 
VISTE DOTER UMUM 

%5 
l 

#£ ±.tti±fit, 
• 

• EDUXA.SN PE.NOGUNAAN I 'ULAN 3.300 .00 IL.00O 

E.DUKAS OAT 3.300 7Too 1L.0oo 

PEMBUATAN RESUME MEDAS 6.000 4.00 20.000 

• BACA HASIL EKG 10.$0O 4.00 35.000 

•• 18 

9.890 23.000 

146 4.000 

22.360 $2.000 

8.600 20.000 

22 

' 2.000 

2 

52.000 

' 
20 

l.400 20.000 

u 20.000 

13.110 • 23.000 

A7ERL 

NM 

RSPESLALIS 
OOUNAAN 'ULAN 

UATAN RE ME M DIS 

As Eke 

ON , a TR 

Re REST NG PAR 

PERAWAT'AN TAI T]MART 

pRAWATAN AENAZAH 

PERAWATAN PA.SIEN TERMINAL 

PEMERIKS#AN DD.ST 

ENC 'SAP LENDIR DON BALON PADA NSONAT'US 
7 M LAKU A N  SUCTION 

ANGREN KECIL 

N REN BESA 

KAR RADE SA 

GRADE DUA 

kAR ADE TI0A 

GRADE EMPA 

ASEN DON OANOOUJAN 
SARAF # GANGL/AN ANATOMIS 

• 

4ENIS LAYANAN 

AWAT INAP RUANOAN HAR 

RUMLM 

• 

PEMBE.RIAN OBAT2AN ME.LALU INF'US 

pMERKSAAN g] AK 

60 MEMBER! THERAPIE OKSIOENAST 

BLADDER TRAINING 

LATHAN ROM 

7 IRAN 

38 1RIG 

39 



� NAWI LAYAXAM {TINIWWI ASA SARANA ASA LAYANAN TOAL 

B IHKAN SERUMEN 29.640 22.360 52.000 

CY8TOSTOMY 29.640 22.360 $2.000 

7 PAS4NG 0IP 29.640 22.380 $2.000 

7 €ROOS DNSNS 29.640 22.360 $2.000 

, 
NDI 1L400 8.600 20.000 

PgRAWATANS N SKELETAL TRAK; 4 8.600 20.000 4 pRRAWAAN W D 

# 
8.60 20.000 

, !Mll"'E � HARi 10.7g 25.000 

tNFUS UM HAR 42 10.7so 26.000 
, 

NEBULAZE.R n 600 20.000 

" 
SAS] PADA PA.SEN ANAK 1 8.600 20.000 

, ME.MAND/KAN BAYT 1L.400 8.600 20.000 

PASANO PALK 1L.400 8.600 20.000 

ERVAS! 8PO2 1 1 .400  • 
METODE KANOOURU 1L.40o 8.600 20.000 

PEMBERIAN TRAN FUSI DARRAH 2 2 
MASSA0E BAYT BE a% PERAWATAN HPORTE.MI/H. PETE.RM 22 1 

SKIEN 

tee JASA DOTER BACA EK IT 40.000 

MELAKUVKAN RE.KAM EKG 11400 8.600 

= ' 
LAN 4.300 Io 

LA,YANAN H M IDAL 
• 

741.000 $9.000 

LAYANAN A GA8TROD DE.NOKOPI SO 940.50 709.500 1.60.000 

# 
00 6 7$0.000 

UATAN RESUME ME.DNS I4.2 10.7so 26.000 

N 400 8.600 

�:ffl: lit 1.400 8.600 

ETER 1L400 8.60 

5%¥ Tu' 40 .600 

$ N  40  8.600 20.000 

I KA NA 

PASANG WS 29.410 

Ary WI 

' 
4l 

, 

4ASA SAA.NA AN 

INS SI 2.91$.$s0 79780 $11600o 

19lg+ N NARCOSE 29 1 

RkA Ms$1 DON 

• THO NGAN W D 

ERK9SI • 
EK PAS DGN NA 

' • 
797 6116.00 

, RE.POSIS! SEDE.RLANA DE.NGAN NARCOSE 2915.5$50 2199.450 879780 6.11$.000 N LA 2.91 2199.450 780 $.115.0O 

LABIOPPLAS'TT SIMPEL 2916.550 2.499.4$0 879780 5115.000 

DEB MENT SN 291$.550 2199.450 
, 

s11 

REPOSNSI FDXATIE 2915.550 2199.450 879780 116.000 

2915.550 2199.4$0 

291$.550 2199.450 

• 2.916.550 2199.4 

2916.$50 2199.450 SA! NENA YANG KOMP'LEK 2915.5$0 2.199.450 $116.000 

REPOSTS]  ATU DISLOKAS DALAM NARCOSE 2915.550 2199.450 $115.000 

De DEMENT PAA LUKA BAAR 2916.$0 2199.4$ 879.780 $116.000 PRAT'UR RAANO SEDERHANA 2916.$50 2199.40 879.780 115.000 

KONTRATUR 2915.550 2.199.4$0 879780 5.116.000 

21 LABOPLAST! BUALTERAL 2915.50 2199450 797% 115.00 

OPERAS! MICRO'TLA 2915.550 2l • 
" PALOTOPLASTT 2915.550 2199450 879.7%0 5.115.000 

• 
REPAIR LUKA PADA WAAH OMPLEK 2915.550 2199.450 780 $115.000 

# 



SL.8TOMI DAN 

2915.550 2199450 $797%0 

915.55% 2199450 879 80 n 

2915.550 2199.450 780 

" 
000 

2915.550 2199.450 879 80 

" 
000 

2915.550 2199.450 

29 .l • 
2915.550 450 

2915.550 

2915.550 

2915.550 

2915.550 2199.450 $79.080 

" 
4 

NO NAMA LAYANAN / IINDAKAN ASAM SARA.NA AAA LAA.NAN TOTAL 

REPAIR TENDON JAR 2199.450 879.780 

KINORAF TINO YANG TIDAK LUA$ 2916 2199450 87978¢ 

ANOPLASITT SEDER'HANA 2915.550 2199.450 879.780 

EK'LORAS ABSES PARAFARE NOUAL 2.916.$60 2199.4$ 879780 

E9LORA! ISTA BRANCHLAL 2915.550 2199.450 879.780 

EKPLORAS KITA DUCT7US TIOOLOSUS 2916.$50 2199.4$0 879780 

EKPLORAS ISITA TIROID 2915.550 219940 879 

DRAINAGE PE RETEN 2199.4s 879780 

2199450 61I5.00O 

2199.4$0 6.11$.000 

2199.450 $.116.000 

2916.550 219945 $115.000 

2916.$50 2199.450 879.780 6115.000 

291 2199450 879780 6.115.000 

2916550 2.4199.450 8797 I S  

2915.550 21994s0 87978 6116.00 

2915so 2199.450 780 5I15.000 

291$.$50 2 4$0 $79780 $116.000 

2916.$50 4.$0 79780 

2915.550 2 40 87978¢ 
• 

2916.590 2199.450 879.780 6I 

" 
PE.DUA 291$.5$0 2199.45¢ 879.780 5 

LOA! TINO HIDROCEL 2916.550 2199.450 879.780 $LL 

BIOS DENOA.N NAROOSE 291$ 2199 879780 $116.000 

APEDECTOMI PERFORATA 2916.$50 879.780 115.000 

2915.50 



6.249,000 

6.249.600 

6.249.600 

6.249.600 

6.249.600 

249 

6.249.600 

6.249.600 

6.249.600 

6.249.600 

6.249.600 

6249.600 

6.249.600 

$.115.000 

6.116.000 

t 

$.115.000 

5 

5115.000 

879.780 
879.780 

8797 
879.78 

879.780 
879. 

1.07493 

1 4.93l 

L.074.93 

1.074.931 

1.074.93l 

1074.931 

074.9.3 

1.04.93 

1.074.93l 

1.074.931 

107493l 

1.074.931 

1.074.9$l 

1.074.93l 

1.074.9. 

1.074.931 

074.93 

1. 07 4. 9 l  

1074.93l 

mu 

L.074.93l 

l 4.9!l 

4. 9 L  

1.074.931 

1074.931 

l 4.93l 

074.931 

4. 3 
L.074.93l 

' 

4.4 

1074.93l 

1.074.93l 

' 1074.93L 

2.687.328 

2.687.30% 

2.687.328 

2.687.328 

2.687.328 

2.687.328 

2.687.328 

2.687.328 

2.687.38 

2.687.328 

2687.328 

2 7 

2.687.328 

2.687_. 

2.687.328 
2687.328 

687.328 

' 

7.328 

7 a28 

2687.38 
2 a 

2687.328 

2 7 2  

'  2.687328 

' 2.687.328 

.. .a2  

21 4 

21 % 

2.4 

l 4 

2 4 

2199.4$0 

2199.4$0 

199.450 

2199.450 

2199.450 

2.199 

2199.450 

3.$62272 

3.562272 

3.s6 272 

3.562272 

3.562272 

3.5$62 272 

562272 

3.$62272 

3.562.272 

3.562.27 

3.$62.272 

3.562.7 

2 

1.662.272 

2.272 

1.$62.27 

3. 2272 

3.662272 

272 

• 27 

27 

3.$62.272 

3.$62.272 

1.$62272 

2.272 

3.$62272 

$62272 

3.562272 

3.5$62272 

56227 

3.$62.272 

3.562272 

3.662272 

3.662272 

3.$62272 

3.962 272 

3.56227 

3.$62272 

562272 

2 

3.$62 272 

2916.$5 

2915.550 

2915.550 

2915.550 

2915.550 

2915.550 

2916.550 

2915560 

2915.550 

2915.550 

2915.$0 

2915 

2915 

10O NI€ 

ANAST8S TANA PEM 

$ 

AT'AL KAKT 

NAMA LAYANAN / IINDA.KAN 

EN REDUKSI FRACTUR 

AU'TAS JAE M IL L  

ESL HEMAN INA 

FRAT'UR MAKS[LA ZY0OMA 

4 OTA R M  X  

•  LABIOPALATO} AL 

4 9KING#RAT I 

44 U ETRO PLAT  

NUKLEAS! KITA CINJAL 

STLA ETEROVE: AKA 

7 INTERNAL RETHROTOM 

LR0TIPS 

4 NROPER 

EFROSTOMI OPEN 

1 0NSTRUKSI VE8IA 

RESEKSI PART'LAL VESIKA 

eEKSI URAC4US 
ILLA8TT RE.DYUKS 

.ERO COTANO9TO 
RETRO SIGMOIDO8TOM 



4918.00 

14.9418.000 

14.918.000 

14.918.000 

14918.000 

14.918.000 

14.918.000 

14.918.000 

14.918 

14.918.000 

1 4. 9 %.000  

4.918.000 

14.918.000 

4918.000 

14918.000 

14.918.00 

14.918.000 

14.918.000 

2.565.86 

2.56.5 

2$65.896 

2.56.5 

2.65.896 

2.565.896 

2$65.89 

2.$65.896 

2.565.896 

2.565.896 

2.565.896 

2565.896 

2.565.896 

2565.896 

2$65.896 

2.565.896 

2.565.89.8 

07493 

L04.93l 

L.04. 

074.93l 

6.414.740 

1. 

6.414 740 

447 

.414740 

6.44740 

6.44 740 

6.414.740 

6.41474 

6.414740 

414740 

414740 

414740 

6.4I47 

6.414 740 

.414.740 

6.44740 

.414 74 

6.414 740 

6.414740 

41 

6414.740 

4I47 

6.414.740 

41«4.7 

2687.328 

2 

2.687.328 

2 

JASA LAYANAN TOTAL 

2.687.328 L.0749l 6.249.600 

2.687.328 1.074.931 6.249.600 

2.687.328 1.074.91 6.249.600 

2.687.328 1,0493l 6.249.600 

2687.328 074.93 6.249.400 

2.687.328 L.07493l 6.249.600 

2.687.3.28 L.074.931 6249.600 

2.687.328 1.07493l 6249.600 

2687.328 L.074.931 6.249.60% 

2.687.328 1.0749l 6.249.600 

2.687.328 074.93 6.249.600 

2.687.328 1.0749l 6249.600 

2.6873.28 .074.93 6.249.600 

7.3 074 

" 
24 

2.687.328 L.074.931 6.249.600 

24 

8.$03.260 

• 
8.$03.260 

8 

8.5003.260 

8.$03.26 

8.$03.260 

8.503.260 

8.$03.260 

8.503.260 

8.$03.260 

260 

8.503.260 

$.$03.260 

8.503.260 

8.503.260 

8.503.260 

8.50 .260 

8.803.260 

603 260 
8.$03.260 
8.50.3 

8.503.260 

8.$03 260 

8.$03.260 
$0.3 260 

8.$03.260 
260 

ASA SA#RANA 

3.562.272 

3.$62.272 

3.562.272 

3.562 272 

3.562.272 

3.$62.272 

3.$62.272 

3.562 272 

3.562.272 

3.$62 272 

3.$62.272 

3.862.272 

3.$62.272 

$62.272 

3.$62 272 

3.$62.272 
3.562.272 

3.562.272 

31.562.272 

3.$62.272 

1.562.272 

$62.272 

3.562.272 

$62.272 

3.562.272 

2.272 
2272 

2.272 

227 

2.272 

$6 7 

1.562.272 

3.$62.272 

p 

RADIAL PROSTATE TOM 

REONS'TRUS! LAP 

HARTMAN PROSED' 

$gr pg0S g 

ERNIOLAPARATOMT 

« 

INTRA0SI USL 

KS 4PAL8P 

TUR BULL- BULL 

DIED RADIKAL 

FIXAS! INTERNA 

KASI E STERNA  

K ILES I STETO  

KOLES9STET OMIT DAN LAPARASKO 

AS! LAA MI SELTOMT 

EKSIS! RADIAL + REON'STURK 

ADMKAL AOT TOM 

AMPLTASI BELLOW KNEE 

AMPUTAS! ABOVE K EE  

AMPLTAS! ANKLE 

AMPUTASI JAR! MULTIPLE 

8NT BLADER NECK INCISION • 



4918.000 

4 

4918.00o 

14918.000 

4.918.000 

4.918.000 

14.948.000 

4.918 

I4.948.000 6414740 

414 

6.414.740 

414.7 

6.447 

4 4  

4 «4  

414.740 

6. 4 4.  

41«47 

6.414740 

AMA LAYANAN] IINDAKAN JASA SAANA JASA LAYANAN TOTAL 

8.503.260 .414.740 2565.896 14918.000 

8.$03.260 6.41474¢ 2.$65.896 14.918.000 

ORATING LUA.S 8.$03.260 414.740 256$.896 14.918.000 

LU/AS 8.$03.260 6.41474¢ 2.565.89%6 14.918 

PALATO'LAST 8.03.260 .414740 2.$65.896 14.918.000 

' 
EO9TOM 8.$03.260 6.414,740 2.565.8 14.918.000 

RAS! LAPAROTOMI + APE NDEKTO 8.$03.26 6.414740 2.$65.896 14.918000 

Ml+4 MLo 8.503.260 6.414.740 2$65.896 14.918.000 

4.0 MI+RESEKS + SHUN TIN 8.$03.260 6414.740 2565.89% 14.918.000 

RAD»GAL 8.503.260 6.41474 2.565.896 14.918.000 

8.$03.260 .414740 2.665.896 14.918.000 

26 41474¢ 2565.496 14918.000 

DUR 8.$03.260 6.41474 2$65.896 14918.00 

• REPAIR TEN N 0.3 414. 2.66$ 14918 

VASCULAR TENDON 8.503.260 6.414.740 $65.89% 14.918.00 

4 VA ES E.DUR $03.260 4147 2.565.$96 14.918.000 

4.8 AF IMPLANT 6.414.740 2$65$.896 4.918.000 

• 6.414.74 2.565.896 14.918.000 

08TO 6.414.740 2$6$.896 4. 9 8. 000  

LES.ST • 6.414.740 2.6$.896 4918.000 

6.414740 2.$6.89% 14.918.00% 

!K N 414.740 2$65.89% 14.918.000 

8.503.260 6414.740 00O 

603. 4 4.740 

8.$03.260 6.414.740 

T0Ml 8.$03. 414.740 2 

603.260 6.4 4.740 

' 8.503.260 6414.740 2.$6$.89% 14918.000 

6 4 4  $65.89%6 4.918.000 
6.44, 2.$68.896 14918 

6. 4 4.  $6s 4.918.000 

6.41474 2.$65.89% 14918.000 

PUPI 4 4  $6$96 4918.000 

2.$65 

' 

8.503.260 

8.$0.3 260 

$03.260 6414740 

8.$03.260 64440 

6.4147 

8.503.260 6414740 

METACARPAL, 

8.$03.260 6414740 

8.$03 44 

REON'TUK.SN CTEV, POLYDACTILLY, SYNDACTYLY, 
ON 8.603.260 414740 66.896 14.9 

8.$03.260 414. 740 2.$65.896 14.918.00 

8.503.260 6.41474 2$65.8 14 I8 

PD&ASL 8.$03.260 6.41474 256$.896 14.918.000 

RAT 8.503.260 6.414.740 2865.896 14.918.000 

109 8.$03.260 6414.740 2.565.896 14.918.000 

N • • 4I47 $6$.896 1491 

F FATUR INTRA / PEIARTICULAR, FRATUR 
6.414.74 2.56$.896 14.918.000 

6414740 2.5$65.896 14918.000 

EN 

' 
414.740 2.565.89%6 14.918.000 

6.414740 2.$65.896 14.918.000 

8.$03.260 .414.740 2865896 14.918.000 

4 



NO NAM LAYANAN / IINDAKAN ASA SARANA JASA LAYANAN TOTAL 

8.$03.260 6414.740 2565.89% 4918.000 

8.503.260 41474 2.565.896 14918.000 

8.$03.260 6.414.740 2.565.896 14.918.000 

AR 8.503 260 .414 74 2.565.896 4918.000 
$.$03,260 6.414740 2.$65.896 14.918.000 

8.503 .414 74 2.65.896 4.918.000 

8.503.260 4l474 2.565.89% I4.918.000 

,STABLISAS DAN 

8.$03.260 41474 2565.89%6 14.918.000 

8.503.260 .41474 2.565.896 4.918.000 

E.SIS 8.$03.260 6.414.740 2.565.896 4.918.000 

8.$03 260 6.41474¢ 2565.896 14.918.000 

8.$03.260 .414 74 2$6$.896 14918.000 

A J 8.$03 260 41474 2.565.896 14.918.000 

NEURO'TISA.SI ATAU FREE FUNCTIONAL MUSCLE 14.948.000 

TRAN 8.603 260 6.414 740 2.565.896 

CATATAN- TINDAKAN CITO TAY DITAMA4 2% 9SUAI DENGAN JENIS INDAKAN DAN KELA PERAWATAN 

29 199 

2.915.$0 2199.450 

2915.550 21994 $.115.000 
2915.$50 2199.460 5.115.000 

291% 2199.4 $115.000 

2199.450 $116.000 
2.199.450 615.0OO 
2199450 $1I5.DO 

291$ 21994 $11$.000 

2915.5$0 2199.450 5.115.000 
291$.550 2199.4$0 61l 000 
2.915.$50 2199.450 6.115.000 

2.915.550 2 l  •  879 .115.000 
2915.550 2199450 879780 51I5.DO 

2.9 199.4 879780 5.115.000 
2915.550 879780 

879780 

879780 

2915.550 2199.450 879780 

4 

VARAL EKSTRAKS 

NTAP WANITA, MIN'LAARO9OP 

PEA.LINAN NORMAL TANPA PENYULIT 

PERSALINAN DON PENYULIT PERVAGINAM 

REST PLACENTA MANUAL PLACENTA 

UPTUR PERT IUM.REA 

TRAN'SLOAS! ACDR MNILA 
Bu9 A9DO/MEN JAN[T 9TUA.S 

0EMEL PAR'US SPONTAN 
KJDR EN ERAST 

KIDR PERPOAS! KRANIOKLAS 

KJD-LETAK LIN TANG • DEKAPT AS 

LETA SUN0SANG NTAN BRACHT 

LETA SUNOSANG VERSI EKSTRAKS 

MOLA H DAT1DOS KURET 
ARTUS PERVAGNAM OKSITOSINI p 

ABORT'US [NKO CURET 

CU RETAOE 

UAMIL ARTUS SPONTAN 

HYMEN [ME 4A1A.E SI 

A ABES BARTHOLINT ·IN 'IS.EKSTTRPA.SN 

0e 

" BAYT RAWAT 0ADU 

MUNISA.ST 

INDA 

PEMBERAN OAT UPOSIT'ORI 
PEMERLAN OBAT LEWA" VA0IN 

2e. ARIF ASA LAYANAN KENDA 

4ENIS LAY'ANA.N 

OUL DOTER MUM 

KOSUL DOKTER SESALIS 

ARTUS SPONTAN 

0AM L 

NO 

• 
• 



NO NAMA LAYANAN / INDA.KAN Ag SARA.NA ASA LAYANAN TOTAL 

G L D  p@REEN 2.915.$50 2199.450 879780 $.116.000 

PENDA.MINOAN PERSALINAN ( LEH  DR. SPESUALIS A! 2915.50 2.199.450 879780 5.115.000 

TINDAKAN BSA ASA SARANA ASA LAYANAN JASA ANA9TES JUMLAH 

HEMATOKEL LAPARO'TOM 3.562.272 2687.328 .0493% 6.249.600 

ET LAPAROTOM 3.562.272 2.687328 1074.9l 6.249.600 

ISTA OVARUM 0PO TOMI 3.562.272 2.687.328 04.931 6.249.600 

IS7A OVARUM SALINOO 0ORE.TOMI 3.562 272 2.687.328 1074.931 6.249.600 

�MJOMU'!OMl 3$62.272 2.687 328 L.074.93l 6.249.600 

$ s LAN $62.27% 2.687.328 1074.93 6.249.600 

KAMILA ABDOMINAL; LAPA.ROTO.MT 3.562.272 2.687.328 074.931 6.249.600 

OA HIS'TERETOMI TOTAL 3.62.272 2.687.328 L.074.931 6.249.600 

MOMA UTE#RN 1STEREKTOM SUBTOTAL 3.562.272 2.687.328 104.931 6.249.600 

LAP9U R' HI RE.TOMI VAC.NAL 3 2.272 2 

' 
2 4 9 l  2  

REKTOKEL VAGINAL REPAIR 3.562.272 2.687.328 104.9l 6.249.600 

" 
PTUR UTERI STE RA $62272 2.687.328 

' 
4.03l .249.60¢ 

ESE �:zn 2687.328 

EN! #EI e g +HIS, AM 2.272 2.687 2 # L 

TUB OVARIAL ACE8S LAPAROTOM 3.$62.272 2.687.328 .074.9l 6249.600 

TUMOR GENTTELIA INT LAPA.RO'TOMI BOPS NOPE 3.$62.272 2.687.328 

' 
7493l 249 

OKEL- VAG A REPAIR 3.662.27 2687.328 107493% 249.600 

»OMA UTE.RT M e TOMI 3.5$62.272 2.687.328 L.074.93l 6.249.600 

A8A LAY4NAN 

17%8 

$0.840 

0 

64.00 

106.87% 

$7.000 

106.87$ 

42.500 

4ASA 4ANA 

8.842 

107 160 

2 

85.00 

JENS LAYANAN 

RAWAT INAP PENYAMIT DALAM 

4ENIS LAYANAN 

- - -- - 

AS4 SA#RANA UMLAM 

63.840l 11a 

16.590 123410 

WA INAP DI SAMAAN TARI NYA DY NGAN ARIF LA 

TEST PERKIRAAN! REAOEN ONGKOPROF, DLL 

2.f LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASL.TE.TIN HIV AIDS 

JENIS LAYANAN 

• GAl 

NO JENIS LAYANAN KE 

AS4SAA.NA ASA LAYANAN l LA.M 

AWA"INAUANGAN/HARN 92.6 69.875 62.500 

KONSULTA.SI DOKTER SPESLALIS 45.600 34.400 000 

RP TASN JANTUNG PARU $5.290 417 97.000 

4 PERAWATAN TALI PU'SAT I HARN 0975 7562S 7500 

M MANDIKANI 

" 
8.815 20.500 

f 



16.500 

19.500 

45.500 

16.00 

45.500 

4.00 

45.500 

.000 

1.000 

7.$00 

97$.000 

1.237$00 

1.312.500 

19 

15.000 

16.000 

1.000 

1 

15.000 

19.565 

19.565 

6.880 

19.565 
6.880 

6.880 

19.$6 

6.66 

25.9 

25.936 

9.120 

26.93$ 

9.120 

9.120 

25.93$ 

8.83 

8.835 

9.120 

9.120 

60 

835 

9120 

120 

9120 

.40 

14.820% ILL80 

20.520 1$.4 

10.000 liter 

17.100 1290 

6.5 640 

42 

$55.70 
705.37 

748.12 

10.830 
8.550 

8.550 

8.5so 

8.$50 

8.550 

ASA SA.RANA JASA AYANA 

8.835/ 6.66$ 

L.11s 8.385 

25.93$ 19.565 

8.836% 6.64g 

25.93$ 19.565 

NATUS 

10-20 

»20 

NG NOT 

M MAS4NG CATETHER 

MEMBER! HUKNAH, KLIMA 

I N K8!  IV/IM SC/IC 

ME.NOAM.BL SPESMEN DARAH ARTE.RT 

M NGAMA'LS MEN DARAN VENA 

PERAWATAN COI MY 

PE#AWATAN 09T0MY 

CUMBA, ANG 

p 

$YR IOE PUMP AT 

NPUS HART 

UP IVFD 

UP DOWER CATHETER 
UP NASO GASTRIC TUBE 

OBSERVASI VITAL 9ION 

FIKSA] ADA PAN N ANA 

MEMAND'KAN [AT 

PA9ANG$ 

0 VASI 8PO2 

NEC'LAZE.A 

AT+ ND8SA 

PERAWAT GRADE SATL 

ERAWAT'A' KA BAKA 
PERAWA"AN KA GRADE TIA 

« PEAY ATAN LUKA BAAR RADE EMPAT 

42 MEMINDA#KAN SIEN DON GAN OOUAN 

GA.NOUAN ANATOMS 

RIAN RUA 
EMASANGAN RANSEL VERBA.ND 

EXTERAS! BI DA A8ING 

0A8! BM 

NO NAMA LAYANAN / IINDA.KAN 

PERAWATAN LUKA CECIL « I0 CM 

7 PERAWATAN LUKA SEDANO 10-20 CM 
PERAWATAN LUKA BESAR »2O CM 

MMASANG 1NUS 

7 INJEKS! IN LIN 

LAYANAN HEMODUALISS 

LAYANAN EOFAGK GAS'TROD/UDE.NO 
COLONOSCOP 

' 4 

' 
' 

, 

3% TINDA&AN ME.DIS OPERATTY TEAENCAN 

JENIS LAYANAN 

S D/ A NA  TANPA ANAST'ES/ANASTESI LOKA 

ASA SAANA 

58.710 

J.. 



NAMA LAYANAN / INDA.AN 

CECIL( TANA ANASTESL/ANASTE.SI LO 

TINDAKAN BEDAH OPERATIF ANAST'ES UMUM 

EDANG 

E&AR 

KHU'SUS 

JASA LAYANAN 

215.000 

ASA LAYANAN 

.800.000 

2250.000 

5.280.000 

JASA ANATE.SL 

720.000 

900.000 

2100.000 

JUMLAN 

3720.000 

4.590.000 

10.850.000 

7 
3720.000 

' 3720.000 

' 

720 

1.800.00 

L,800.000 

L.800.000 

1.800.000 

L.800.000 

.800.000 

L.800.000 

' L800.000 

.80 

L.800.00O 

L800.00 

L.800.000 

L.800.000 

.800.000 

L.800.000 

JASA LAYANAN 
44.290 

44290 

44.290 

44.290 

44.290 

44 29 

4,90 

1.200.000 

' I200.000 

1. 200. 000  

1200.000 

1 200. 000  

1 200. 000  

1.200.000 

1 200. 000  

.200.000 

200.00 

1.200 

L.200.000 

1.200.000 

200.000 

1.200.000 

.200.000 

L.200.000 

.200.000 

,. 

L. 200. 000  

AEIT LUKA IO JAHITAN 
KA'TERISA; 

wSD 

LOA.SI TINIOI IL.DROEEL 

IOPSI DE.NOA.N NARCOSE 
APE.DEC'TOMI PERORATA 

HERNIA INCARCERATA 

DRAINAGE ISTA PANCREAS 

81SU TOMI 

ISUREKTOMI PERL ANAL 
GIGI DAN MULL'T 

FRAKTUR RAHANO SIMPLE 

REP0SIS FDXATIE 
MASTECTOMISI NNEUS 

KSIS! XISTA T US 

ESNS! KISTAU 

EK9NS H 4OMA 

VESICOLTHOTO 

RI PAIR FRAT'UR PENIS 

( RNIA DE.NGAN OMLPTA.SN 

TLNDAKAN KEC.IL 

AHIT LLKA AK ANITAN I t ­  

KATERISASN DENGAN MANI N 

4 VENA SET 

N KE AL 

ASANO GIP'ONA 

JKAGI NA 
PASAN WSD 

A W E 

' 

• 



3.720.000 

3.720 

3720.000 

3720.000 

3.720.000 

3.720 

3.720.000 

3 20.000 

TOTAL 

720.000 

720.000 

720.000 

720.000 

720.000 

720.000 

720.000 

720.000 

ASA LAYANAN 

L.800.000 

L.800.00O 

L.800.000 

800.000 

L800.000 

,800.000 

L800.000 

L.800.000 

L800.000 

1800.000 

L800.000 

t 

800.000 

' L800.000 

l 

L.800.000 

l 

L.800.000 

L.800 

L.800.000 

I 200. 000  

I200.000 

I 200.000 

L200.000 

L200 

200 

200 

' 200 

000 

.200.000 

I 000 

200 

' 

EKLPORAS! ADIS.ES PARAFAREN LAL 

EKPLORAS! KISTA BRANCHLAL 

EKIS! KIST RE KULER 

DEBRIDEANT GIGI POST EKSTRAKSI ODONTEKT OMT 

MUCOCELE LAAL 

D 

No 

' 200 1.800 

200 L.800.000 

200 

200 

200 

200 

1,200 

200 

200 

200 

200 

1.200 

1200 

1 200.000 

1.200.000 

' A8894 TANA PE L.200.000 800.000 3.720.000 

' ' 
000 720.000 3720.000 

AI TANOAN ATALI OAK L.200.000 I.800.,000 720.000 $720.000 

M T  L.800.00O 720.000 3720.000 

KI ATAU TANGAN L.800.000 720.,000 3.720.00 

1.800.000 720.000 720.000 

L.800.000 720.000 3.720.000 

EN FRACTURE 1.800.000 720.000 3720.000 

wI L.200.000 L800.000 

• AB MPLT 1.200.000 1.800 

' 43 REST PLACENTA 1.200.000 L.80.000 720 

� AUD EMA L. 200. 00O  800.000 

5 MISS ABORTION I.200.000 L800.000 $.720.000 

BLHTIT 0VOM 

' 
00O 3.720.000 

47 MOLA-HIDATIDOSA 1.200.000 L.800.000 720.000 3720.000 



2.2$0.000 

2250.000 

2280.000 

2250.000 

220.000 

2250.000 

220.000 

2250 

2150 

2250.000 

220.,000 

22 000 

250,000 

22 

' 2 

ASA LAYANA 

AA LAYANAN 

2250.000 

2250.000 

2250.000 

2250.000 

2250.000 

440.000 

L.4 00O 

440.000 

L.440.000 

4 

I440.000 

' 440,00% 

1.440.000 

1.440.00% 

440.000 

1440.000 

t440.00% 

JASA SARANA 

g4ANA 

1.440.000 

440,000 

.440.000 

L440.000 

.440.000 

L40.00O 

IO9ENIC 

Pus AM 'UM 

SIS! TUMOR JI AK PAY'LDARA 

NAMA LAYANAN / IINDA.AN 

TINDAKAN BE.SAR 

DEDE DEMENT LUA 

EKSES7SI LUAR 

• 
40.000 2250.000 900.00% 4.90.000 

1.440.00 22 900 • 000 

.440.000 2250.000 900.000 4$90.00 

22 4.90 

250.000 4.90.00 

4.890.000 

490.000 

4$9 

4.$90.000 

440.000 2250.000 

L.440.000 2.2 000 

440.00 2290.000 

2.260.000 

p 220.000 

440 2.280.000 

2.2$0.000 

2.250.000 4.890.000 

1440.000 2.2$0.000 4.$90.000 

1.440.000 2.250 4.890.000 

1440.000 2.2$0.000 4.$90.000 

1 440. 000  2.2$0.000 900.000 4.$90.000 

1440.000 2.250.000 000.00 4.590.000 

1.440.000 2.2$0 

440.000 220.000 

2.2$0.000 

2.2$0.000 

2$0.000 

22$0.000 

' 
.K LT AS 2.250 

' 

VESCOLTHOTOM 

AMP'UTAI JAR SIMPLE 

LAP SIMPLE 

REP0OS I+CAST/Gp 

PROSEDUR ISTEL 

egNATOMI 



10.80.000 

0 

10.850.000 

10.8s0 

10.850.000 

10.80.000 

10.860.000 

10.850.000 

l0.80.000 

10.850.000 

10.8$0.000 

10.890.000 

10.850.000 

10.80 

10.8$0.000 

10.80.000 

10.850.000 

10.850.000 

10.80.000 

10.80.000 

2 100.000 

2100. 

2100.000 

2100.000 

2100.000 

2100.000 

2100.000 

2100.000 

2100.000 

2100.000 

2100.000 

2100.000 

100.000 

2100.000 

2100.000 

21¢ .00 

2100.000 

2100.000 

2100.000 

2 

• 
2 

2 

' 
' 10o 

2100 

6.260.000 

$.2$0.000 

$.2$0.000 

$.2$0.000 

5.250.000 

$.260.000 

5.250.000 

5.250.000 

$.20 

.260.000 

$.250.000 

$.260.000 

$.250 

$.280.000 

5.250.000 

3.500.000 

3. .000 

3.5$00.000 

3.$00.000 

3.$00.000 

3.500.000 

3.$00.000 

3.500.000 

3.$00.000 

3.500.000 

3.00.000 

3.$00.000 

3.00.000 

3.500.000 

3.600.000 

3. 

3.$00.000 

3.500.000 

OLE EJUNO8TOMT 

LA KNOLES1STE! M 

Mg.GA N HERCHPRU 

RE: IPA6US+I OLON 

$%.4N140Ml 

EKSIS! UAR RADICAL + REONS'TU.KS 

MA.STE.TOM RADMKAL 

S7 PAROTIDEKTOMI RADIAL + MANDIBULEKTOMT 

AMPU'TAS! OF LATER 

AMUTASI HIND ATE 

SCOLA.SIS 

$PONpALITTS 

RATUR MUKA MULTIPLE 

4 

4$ REPAIR TENDON 

VASCULAR TE DON 

47 'VASISES PROSE.DUR 

App#PLANT 

• 

• 
• 
• 

" 

ge NAMA LAYANAN / IINDA.AN dASA SARANA JASA LAYANAN TOTAL 

L.440.00O 2250.000 4$90.000 

.440.000 2260.000 4590.00 

440.000 2250.000 4.590.000 

1.440.000 2250.000 900.00 4.$90.00 

L440.000 2250.000 900.000 4.590.000 

.440.000 2250,000 900.000 4.$90.000 

1.440.000 2290.000 900.00 4.$90.000 

.440.000 2250.000 900 

L.440.000 2250.000 900.000 

.440.000 250.000 900.000 

1.440.00 2260 .000 

l.440.000 2250.000 900.000 

.440.000 260 00o 4.990 

NA 440.000 2250.000 900.000 4.90.00 

N L.440.000 22$0.000 900.000 

4 260 000 

L.440.000 22$0.000 900.000 

ABOVE KNEE 

DM L440.000 2250.000 900.000 

22 

L440.000 250.000 900.000 

440 22$0.000 900.000 

ASA 4ASA ANAN 

RBESAR 3.600 20.000 

ROASTER 3.500 5.20.000 

3.500 6.260 

3 .2 

3.00 6.260 0 

3.00.000 5.280 80 

3.500.000 6.260.000 10.860.000 

$ 



10.880.000 

0.850.000 

2100 

2100.000 

2100.000 10.850.000 

21 000 10.860.,000 

2100.000 10.850.000 

2100 

' 
860 

2100.000 10.850.000 

2100.000 0.850.000 

6.260.000 

6.250 

6.290.000 

2 
3.00.000 6.250.000 

.2 .000 

3.00 260 

3.600.000 $.250.000 

$00.000 $.2$0 

3.$00.000 6.250.000 

$00.000 2 000 

3.$00.000 $.250.000 

500.00O 5.250 0 

PLANTAS! ANGAN ATAU Al 

NO NAMA LAYANAN ! TINDA.AN 4ASA SARANA JASA LAYANAN TOTAL 

BALDER NEC INCISION 3.500.000 5.250.000 10.850.000 

PROSTATEKTOI RETROPUI 3.500.000 5.250.000 

' 
850.000 

RADIKAL CYSTECTOM 3.500.000 $.250.000 10.850.000 

RADNKAL PROSTATE TOM 3.500.000 $250.000 10.850.000 

6 TUR TUMOR BULA- BULA 3.600.000 $.250.000 2100.000 10.850.000 

RETERONBO CYST'OS'TOM 3.500.000 6.250.000 2100.000 10.8$0.000 

DEKO 8 ASNALIS 3.$00.000 $.260.000 2100.000 10.8$0.000 

EKS 0 TELINO 3.500.000 5.250.000 2100.000 10.850.000 

0s 3.500.000 $.280.000 2100.000 0.850.000 

3.500.000 5.250.000 2100.000 10.850.000 

3.$00.000 250.000 2100.000 10.850.000 

3.500.000 $.250.000 2100.00 10.850.000 

3.500.000 $.250.000 2100.000 10.850 

3.500.000 5.250.000 2100.000 10.850.000 

3.500 6.250 2100.000 0.850.000 

3.500.000 5250.000 2100.000 10.850.000 

3.500.000 250 2100.000 

3.800.000 5.250 2100.000 

3.500.000 2 00. 000  

3.500.000 5.250.000 2100.000 

2 00 

Ng 5.250.000 l 00o 
LA AN 280.000 2 

' $.2 2l 

2 

'  $.2 2 l  

'  2  
3  

'  
2  

3.$00.000 $.250.000 2100.000 10.80.000 

3 

00.000 

R 

10 INTERNAL FTXAS! FEMUR HUMERUS, METACARPAL, 

py AM 'LL 

PORSE EKSTARAST 

7 VAUM EKSTRAK 

275.000 

250.000 

250.000 

250.000 

187.500 

28.500 21500 

60.420 • 
513.000 387,000 

726.750 $48.260 

712500 537,500 

712.500 537.500 

712500 

% 67687% 510.6 

UANQgERSALNA RUANO N[IL 

vs EEG A.doso 
.400 8.600 

VARSUAL EK.STRAK.SN 

PARTUIS GAMEL! SOANAN 
ARTUS LEAKS4 IO8A.N 

.¢. ARIF JASA LAYANAN KEBIDA.NAN -ONE.KO 

JENIS LAYANA.N 

0SUL DOTER UMUM 

KOS'L DOKTER SES!ALIS 

UG 

• 



• 
3720 

' 

3720.000 

$720.000 

3.720.000 

37 

7 000 

M 

4.$90.000 

4.$90.000 

4.$90.00 

4.890.000 

4.$90.000 

4.5 

4.$90.000 

789.480 

789.480 

1.973.700 

1973. 

1973700 

19 

973.700 

1973.700 

973700 

1973.700 

1973700 

1973. 

1973.700 

1973.700 

2.616.300 

2.616 

2616.300 

2.6l 

2616.300 

2 16.300 

2616.300 

2.616.300 

2616.300 

2.616 

2616.300 

2616.300 

Ml 49I 1NO 

$.Ek9TYRA9 

RUTER H 

MOLA 

p SPEVAK INAM Ny 

WOU DI SCENS 

PENDAMPINGAN PERSALL AN LEN DR 

MORO TELIA INT- LAP 

VESIKOKEL: VAGINA REPAIR 

MOMA UTERI MIO METOMT 

EKSIO SCAR + MOW 

$ k9I 8CAR+ M SRTOMI 

TUBO OVARAL ABCE.SS: LAPAROTOMT 

CTIO SECARLAN 

KEAMILAN ABDOM NAL LAPARC'TOMI 

MOMA UTE.RI HSITE.RE.TOI I TOTAL 

MOMA LUTER IHISTER.EKTOMI SUBTOTAL 

PROLAPUS UTERI H STE.RE.TOM VAG NAL 

TO !VAGINAL REPAIR 

NO NAMA LAYANAN ! IINDA.KAN JASA SARANA dASA LAYANAN TOTAL 

0 ARTUS DON OKSTTOSIN DRP 61987$ 46762 087600 

ARTUS LETA.K SUNGSA.NG BRAUCH 619.875 467.62 1087.500 

MANUAL NTA 427500 322 $00 70.000 

32760 247250 5 5.000  

•  ORAL HYO NE 8.83 6.6$ $.00 

VULVA HYCHE.NE 8.83 6.665 15.500 

• 
PERAWAAN PAY'UDARA 8.83.$ 6.6$ 1$.$00 

' 
BO9I SEVICK 154.800 360.000 

TRANSL AD 27.090 63.000 

910 27.090 63.000 

[NSERS! AKD IUD 08.700 90.000 

76.9 $8.050 

' 
.000 

AUTERISASI SE.VI $ 205.200 154.800 300.000 

PAP SMEAR 

' NST CT 35.910 27.090 63.000 

UG KAND AN 61.60 

TERAPT 36.910 

35.910 

N EPS 606.340 

213.7$0 

L.400 • 
9.690 

' • 
• 
• 
• 

' ' " 2 

WAT N RA AT IL 

10,0 

' 

• 

YANAN RAWAT INAP PE.NY 

JENIS LAYANAN 

NAE HALLS 

UM &INTO9ISIASN 

PENASA t 



NO MAMA LAYANAN / TINDAKAN ASA SARAN JASA LAYANAN TOTAL 

UNgs ACT7ES 70.538 53.213 124.000 

UN0g 9END 70.$38 $3.213 124.000 

REKTOSKO 117.56.3 88.688 206.000 

D I  FLAST 117.56.3 88.688 000 

• EKG PEMBACAA 33.060 2494 8.000 
ECOCARDIORAFT 117.56.3 88.688 206.000 

PEASANOAN CARDIAC MONITOR 32775 24.26 57.500 

PENASA.NGA (Vp 117.563 88.688 206.000 

FU'NSI PERICAD 282 150 212.850 49$.000 
«4 

• 
88.100 41.900 330.000 

BRONC PY I41.075 106.42 247500 

' 
RO MET 70.538 53.213 124.000 

MEMASU'KUAN OBAT SITOSTATIKA 117.56.3 $.8.6.8.8 206.000 
EMA.SAN Nw$D 117.56.3 88.688 206.000 
PENOAMB~LAN DARA ARTE.RN 2$ 935 19.$65 45.00 
PUNOS PLEURA 70 $3.213 24.000 

IT0sA AL 23.513 

a a 
LEM PNEUMOSECTION HARL 8.892 

' • 
TEST PROVO#KASI BRONCHIAL 

# • 000 

TREADMLL 

' �-� $6.4.30 2.570 99.000 
LAYANAN [i i  6  .200 
LAYANAN Ctrodud 855.000 4$.000 

' 
00o 

12.000 688.000 600.000 
REXAM EKG 22.800 7 200 40.000 

ANA 

26.36.5 

0s0 

1a25 

7$.810 

w I t  NS TA! TESTINK HIV AIDS 

LAYANAN RAWAT INAP AA 

JENIS LAYANAN 

•• 
CM 

' 4 

IER 

MM ER HUNAN KL MA 

INJEKS! IV/IM SC IC 7980 

• MENA MEN DAAM ARTE.R 23.666 
MEN MEN DARAH NA 980 

7980 

23.656 
7980 

PHEACTING 7980 14.000 
RAL MYGIN 7980 1«4.000 

VULVA PENIS HYGIENE 7980 14.000 
ERWATAN PAY'LDARA 7.980 • « 

HEATING «10 7980 14.00 

• HA NLUKA 20 10.260 
" HEACTE IO LUKA »20 23.655 17.84. 41.0 

IN$I8 AS.ES 23.370 17.630 41.000 
NEROTOMY 23.370 17.630 41.000 

Pe.M BRIAN SL 7980 6.020 14.000 

23.370 17.630 
XTERAN D 23.370 17.630 

3 

' 
0A! BP 20.17%8 16.222 

' 
GAS! TEL/NGA 23.370 7.630 

39 M MASAN G  TAMPON 'UP TAMPON 23.370 17.630 
IMMUNISAS 2370 17.630 

43 PERAWATAN KATETER 

" 
PERAWATAN LUKA GANG N KECIL 

• 
PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR 

PERAWATAN LUKA BAAR GRADE SATU 7980 6.020 14.000 

¥ 



7.000 

17L.0oo 

7L.00 

ASA SARANA ASA LAYANAN TOTAL 

10.260 774 18.000 

15.960 12.040 28.000 

23.370 17.630 4L.000 

7980 6.020 14.,000 

17.630 41.00 

17.630 4L.000 

7.630 41.00o 

17.630 4L.000 

6.020 14.000 

6.020 14.000 

6.020 14.000 

10.260 7740 8.000 

7980 • 4.000 

7980 6.020 4.000 
7980 6.020 4.000 

13.680 10.320 24.000 

23.370 17.630 41.000 

23.370 7.6.30 4L.000 

23.370 17,630 41.000 

23.370 4.000 

23.370 4L 

' 

NAMA LA,YANAN IINDA.KAN 

PERAWATAN LUKA BAAR GRADE DUA 

PERAWATAN LUKA BAAR ORADE T1GA 

PERAWATAN LUKA BAAR ORADE EMPAT 

ME.MINDAHKAN ASIEN DON GANO-OUAN 

SISTEM SARAF GANO-OLAN ANATOMIS 

SI OTO THERAPY 

TINDAKAN KEC'IL TANA ANASTES/ANASTEST LO 

4HIT LUKA IO JAHTTAN 10- 20 JAHIT 

ATES SAS DI OAN MAN DRIN 

DEB DEMENT LUKA KECIL. PADA FRAT'UR TE.RU 

« VENA SEKI 

PAA.NO SEKELETAL TRAKT 

PASANG IP9ONA 

uKA GP9ONA 

PASANO WSD 

4FwRE 

IND»AKAN EDEANA TANA A 

KSIS! SE.DE.HANA 

RV 

TO KANOOURU 

EMERLAN N 

0Nsg 

TINDI 

PERAWATAN S NI SKELETAL TA 

• 

' 

PEMERISAAN p 

MEMBER THERAPIE 0KS 

LADDER TRAIN NG 

LATIAN OM 

PEMASANGANETT 

PERAWATAN PASE. IN ISOLA.ST 

RAWAT'ANJ A2ZAM 

PERAWATAN PASEN TERMINAL 

EMEI SAN DD.ST 

MENOHISAP LE'NDIR DON BALON PADA NEONAT S 

7 MLAKUKAN SUTT N 

PEMBER'AN 0BAT2AN MELALUI INFUS 

liil 

-- -- 
- ,_ 

= 

2.232.000 

2232.000 

"TUNDAKAN SEDA.NG 

NSIS! DON AROSE 

INS A+ DRAINASE DON NARCOSE 

EFAIR 1MOSS + DORCLMS 4 DON NARCOSE 

HORAKC MI + PENMASANGAN WSD 

EKSISI DON NARCOSE 

87 PAI DON NANOOSE 

AA 

720.000 

720.000 

720.000 

720.000 

720.000 

720.000 

• 



NO NAMA LAYANAN ! IDNDAKAN JASA SARANA JASA LAYANAN TOTAL 

REPOSE I SE.DERHANA DE.NGAN N COSE 720.000 1.080,000 432,000 2232.000 

PONG FLAP 720.000 L.080.000 432.000 2.232.000 

LABIOPPLAS'TT SIMPEL 720.000 L.080.000 432.000 2.232.000 

DE DEM 'NT SIM'EL 720.000 . 080. 00  432.000 2232.000 

REFOSIST FDXATTE 720.000 L.080.00 432.000 2232.000 

HBO8TOMI 720.000 1. 080. 000  432.000 2.232.000 

3 EK9SIS ISTA TIRO6LO9US 720.000 1. 080. 00  432.000 2.232.000 

4 AMP'UTA TRANS ME.DULAR 720.000 1.080.000 432.000 2232.000 

DISARKU'LAST 2232.000 

FINS4SI INTERNAY • , 
REPOSISI FRATUR DALAM NAROSE 

DEBRIDMENT P 720 

RATUR RAHANO SE.D HANA 720.000 

ONTAKTUR 720 432 22.02 

LABNOPLASITT BUAL'TERAL 720.000 432.000 2.232.000 

• 

• 

' 
4. 02  

A  AL  L.080.000 432.000 

4 $ TIOOLOSL 
, 

4 2  

720.000 

720.000 

" • 

• VE 

vEs 

• 

232.000 

2232.000 

2. 2 .2  

0  432.000 2232 000 

' 
4 2  2 2 a2  

080.000 232.000 

.0do 2232 

' N A 

' 
0DONTEKTOMT 

720.000 

000 L080.00 432.000 22 

720.000 080.000 432.000 22 

20.000 080.000 4 2  2 3 .000  

720.000 L.080.000 432.000 223 

720.000 L.080.000 432 232 

720.000 L.080 42.000 2 

20.000 

' 
4 

' 720.000 L.080 432.000 2232 

20 L.080 432 232 
, 

720.000 

' 
432.000 2232 

20.000 L.080.000 4. 2. 000  232 
, 

720.000 1.080.000 432.000 

720.000 L.080.000 432.000 

720.000 L.080.000 432 

20 

' 
000 , 

720.00 L.080 432 

4. 2  

720.000 1.080 

20 

20.000 

20 

R 

432.000 2232 

.080.00O 412000 2232.000 

L.080.00O 432.000 2232 

720.000 1.080.000 43200 2232.000 

720.000 .080.000 432.000 2232.000 

t 



• 
42.000 

432 

dASA SARANA ASA LAYANAN TOTAL 

,. 2.232 

' 
2232.000 

7 

' 
4 

' 
43 

' 
43 

• 
43 

' 
.3 

' 
3J 

' 
000 ,. 4 

' 
000 

' 
43 

' 
00O ,. 4. 

7 000 ,. 
• 

720.000 

' 
4.3 

' 720 

720 • 
20 • 

720 • 
720 • 
720 • 
720 • 
720 • 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

864.000 1.924.000 

24 

900.000 160.000 84.00 3.924.000 

900.000 21 .92«4.000 

• 900.000 160.00o 3.924.000 

3.924.000 

000.000 .924.000 
$AMEN M 

900.000 

900.000 

900.000 

KOLES'TETO 

' 
900.000 

LAPARAT OMI EKPLORA.SI 900.000 2160.000 84.000 3.924.000 

ESEkKSI ANAg0A4ISIS 900.000 2160 2 

ATROLASTY 900.000 2160.000 84.000 3924.000 

RARTUR RAHANG MULTIPLE 900 2160.000 64.000 3.924 

0RTOONATIE 9UROE 900.00 864.000 3.924.000 

• eE RANANG 900.000 $64.00 3.924.000 

AMPUTASI EKSIS! KISTA BRN CHIOENIC 000.000 6-4.000 3.924.000 

' 
KS MAMAE ARANT 900.000 864.00 3.924.000 

EM OL O IEKT  OMT 900.000 2160.000 8.64.000 3.924.000 

900.000 2160 64.000 3.924.000 
MAND ULETOMI MARON.ALIS 900.000 2160.000 864.000 3.924.000 

MAS LEKTOM! PARTUALIS 900 2160.000 864.000 924 

MASTERTOMT SIMPLE 900.000 2.160.000 864.000 3.924.00 

PARODEkTOM 900 2160 86 3924.000 

34 TIRODEKTOMI 900.000 2160.000 864.000 3.924.000 

CONDYLOT'OMY MANDELLA 900.000 2160.000 864.000 3.924.000 

4 



6.$10.000 

6.51 

6.$10.000 

6.$10.000 

6.510.000 

6.510.000 

6.$10.000 

6.510.000 

4 

6.510.000 

6.510 

2160.00 

2160.000 

2160.000 

2160.000 

000 

000 

2160.000 

3150.000 

3150.000 

3. ..000 

YANAN 

3.150.000 

3.1$0.000 

2. 

2.100.000 

2.100 

2.100.000 

2100 

JASA SAA.NA 

2100.000 

2100.000 

REPAIR BESA 

Ml +REPAIR GASTER 

ASI LAPA0TOM+ MA 

80MA 

REKONSTRUIKSL LAP 

HARTMAN PROSE.DUR 

919RUN POSE.DUR 

ERNIOLAPARATOMT 

ESPLORAS! LAPARO'TOMI + BI0PSI 

INTRAOS IS NTE.RDENTAL WIRING 

No NAMA LAYANAN ! TINDAKAN ASA SARANA JASA LAYANAN TOTAL 

CTEV 900.000 2160.000 864.00% 3.924.000 

7 OPEN REDUS! FRAT'UR 900.000 2160.000 864.000 3.924.000 

AMP'UTASN JAR MULTIPLE 900.000 2160.000 864,000 3924.000 

9 E r MANG4ONA 900.000 2160.000 8«4.000 3924.000 

FRATUR MAKSILA ZYOOMA 160.000 864.000 3924.000 

4l ONTAKTUR OM'LEK 900.000 864.000 3924 

• LABIOPALATO LATERAL 900.000 804.00O .924.000 

• INGRAN YANG LUA.S 900.00O 864.000 

" 
URETROPLAST 900.000 864.000 

8l KIT4 04JAL 900.000 864.000 924 

ROVES/KA 900.000 864.000 

L URETHROTOM 900 2160 864 

900,000 2160.000 804.000 



' 6.510.,000 

' $! 000 

o 

6.$10.000 

2100.000 3.190.000 

2100.000 

' 000 

000 

000 

260 

260 

260 

260 

' ' UM 3.150.000 1.260.000 

pERrTONSL 2100.000 3.150.000 1,260.000 6.510.000 

2l s0 

' 2.100.000 3.10.000 I 260.000 6.510.000 

AL ARN 2100.000 3.150.000 1 260.000 6.510.000 

2100.000 3.150.000 260.000 6.510.000 

2100.000 $0.00 260.000 6.510.000 

2100.000 3.10.000 1.260,000 6.510.00 

2100.000 3150.000 1.260.000 6.510.000 

2100.000 3150.000 1.260.000 6.510.000 

2100 

' 2100.000 3 150.000 

t 18o 

• 

ToAL TI , Au 

TOTAL LABETOMT 

LAIM RAFT 

LAPS LUA 

NO NAMA LAYANAN ! IINDA.KAN ASA SARANA ASA LAYANAN TOTAL 

EKSIS! PALTE PROCEDURE 2100.000 3.150.000 260.000 6.510.000 

2 ATRESNA BYOUS 2.100.000 3.1$0.000 1260.000 6.$10.000 

PA 2100.000 3.150.000 .260.000 6.510.00 

4 0ASTE.OTOMI 2100.000 3.150.000 1260,000 6.510.000 

OLESISTEKTOM, 2100.000 3.150.000 260.000 6.510.000 

OLES'STE'TOMI DAN LAA.RAS 0p 2100.000 3.150.000 1260.000 6.$10.000 

' 
EXPLORAST LAPAROTOMT + SELE TOT 2100.000 3.150.000 .260.000 6.$10.00 

ES ADAKAL + RE 2.100.000 3.150.000 1260.000 6.510.000 

RAD 2100.000 3.10.000 260.000 6.$10.000 

AM 2100.000 3.150 260.000 6.510.000 

3.160 260.000 6.$10.00 

22 AM 3.150 260.000 6.5 0.000 

AMPLTA.SI JARI MULTIPLE 2100.000 3.150.000 260.000 6.$10.00 

" 
BADER NEC II N 2.100,000 3.150.000 1260.,000 

OPEN PROSTATE.KTOMT 

AL 

TUR PRO8TAT 



' 6.$10.,000 

to 

' 6.$10.000 

6.510.000 

6.$10.000 

6.510.000 

6.510.000 

6.510.000 

' 
L 

' 
' 

TOTAL 

260.000 6.$10.000 

1.260.000 6.510.000 

1 260. 00  6.510.000 

.260.000 6.510.000 

1260.000 6.510.000 

L.260.000 6.510.000 

3l 00O 

3150,000 

' 3.1$0.000 

3150.000 

3150.000 

• 
3.1$0.000 

.150.000 

3.150.000 

1s0 

3150.000 

3.1$0.000 

1so 

3. 50.00O 

0 

310.000 

'  3.10.000 

3.160.00 

1.150.000 

3150.000 

3150.000 

310.000 

JASA LAYANAN 

3.130.000 

3150.00O 

2.100.000 

2.100.000 

2.100.000 

2100.000 

2l 000 

2100.000 

2.100.000 

JASA SARANA 

2100.000 

2.100.000 

LY, SYNDACTTLY, 

N BAND 

NAM LAYANAN / TINDA.KAN 

LA 

H 

CATATAN, ITNDAKAN ITO TARP DITAMBAH 25% S.SU4! DENGAN JENS TTNDAKAN DAN KELA$ PERAWATAN 

4.¢. ARIF JASA LAYANAN KEBDANAN «INEOLOOl 

JENIS LAYANAN 

NSERS AKDR IUD 246 

RSI IMPLANT 48.376 

AUTERSASI SERVIS l29.000 

AP MAR 32.2 

NST/CTG 22.67% 

$0KAN( UNGAN 38 700 

TERA PTO 22.57 

A9ANG LAM[NARA 

DIGITAL K EPgL 

EK!PLORAS 

VAGINAL TAUCHER 11400 20.000 

AWAT LUAI US 9.690 17.000 

LYM SUCTION BAYT 980 • I4.00O 

RES'SITASI PA.DA BAYT t 000 

4 RES'STAS PADA IL400 20.000 

RAWAT TALI PUSAT 8.600 

PEMASANOA.N TAMPON VAOONA L 12.900 

' 
AMNgOTOMI 100 12900 

HEATINO POTO 28.$00 21.500 

RAWAT INA gAYT RAWAT (ABUNG ETENGAN RAWAT BU 

IMUNISA.ST 14250 107$0 2$.000 

• • 4.2 10.7$0 25.000 

• PEMBERAN OBAT SUPOSIT ORLA 9.690 7.310 17.000 

PEMBERIAN OAT LEWAT VA9INA • 710 7.000 

I\ DAKAN SEDAN ASA SARANA ASA LAYANAN ANAST'EST 

ABORT'US INKOMPLIT CURRET .272240 050740 383.904 2.232.000 

� 

al 

-­ r 
o 

-- -- r 

- -- 



4.000 

3924.000 

924.000 

3924.000 
924.000 

3924.000 

924 

924.000 

924.000 

2232.000 

2.232.000 

2232.000 

2232.000 

232.000 

2.232.000 

2232.000 

2232.000 

2.232.000 

2.232.000 

2232.000 

22032.000 

a232.000 

2.232 

2232.000 

2.232.000 

2232.000 

2232.000 

2232.000 

2232.000 

2232.000 

2.232.000 

TOTAL 

383.904 

383.904 

38.3.904 

383.904 

383.904 

383.904 

383.904 

383.904 

383.904 

383.904 

383.904 383,904 

383.904 

. ' 
t687.3 

ASA LAYANAN 
959760 

959 760 

939760 

959.760 

959 760 

95976 

959760 

95976 

959760 

95976 

959760 

959.760 

96976 

$9. 

959.76 

959.760 

95760 

959.76 

9,760 

959760 

9760 

989.760 

1.272.240 
1.272.240 L.+72.240 
1. 272 24¢  

1.272240 

1.272240 

272240 
1.272.240 

27 240 

1.272.240 

JASA SARANA 
L.272.240 
1.272.240 

1272240 

L.272.240 

L.272.240 1.272.240 L.272.240 
1.272.240 

R0TOM 

MI BOP9I f 

ERSALINAN N gAl, «A9A PERSALINAN DON PENYULT AM REST PLACENTA. MANUAL PLACENTA 
RUTUR PERINIUM REPAIR 

RANS'LOKASI AKDR MIN'LAPARO'TOMI BURST MEN JAHTT SITU'AST 
0MELA PARTUS8PONT'AN 

KJDR EVISERAS; 

NO NAMA LAYANAN / TINDAKAN 
CURRETAOE 

HAML ARTUS SPONTAN 
HYMEN IMPERP'ORATA EK.SSt 'STA, ABSES BARTHOLINT IN! 'IS,EKSTTRPA.St KONTAP WANITA-LAPA8ROSKOP KONTAP PRLA 

- - - - - - - -· 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.d. YANAN WAT INAP PENYAKIT 

JENIS LAYANAN 
EL 

" 

• II OPlll 

CHO8KOPY 

Ro; ER 

EMA 

No JENIS LAYANAN JAM�TA.•,\11 ASA SARANA t 

PUNDUSCOPY 23.08.5 17415 40.00 

PEMERSAAN NERO/EHAVO 85 4 so 

PROSTIOMIN/TENS»LON TEST I4.000 86.000 200.,000 

• ERSPIRA! TEST 68.400 $1.600 120.000 

Ng = a  85.$0% 64.00 160.000 

AUL 67.000 43.000 100.00 

PEMERIRKS#AN NEU'ROBEHAVIOR 85.500 64.500 10.000 PRO'TIO MIN TEN LN TES 14.000 86.000 .000 

V 



NO NAMA LAYANAN TINDA.KAN JA.SA4SA.RANA ASA LAANAN TOTAL 

PERSPIRASI TES 68.400 5L.600 120.000 

• AKUFUNTUR 57.000 43.000 100.00o 

TDNRAWA" INAP DISAMAKAN TARIFNYA DENGAN ARIF LAYANAN 

NO 

4.£ LAYANAN RAWAT INA ONSULTASN TESTING HIV AIDS 

JENIS LAYANAN 

REAGEN ONOKOPROF. DILL 
N gEAGENT DLLL 

Veg! RAT ETERAN.GAN ADA 

ASA SARANA 
47.3I 

119.1% 

37.00o 
37.000 

37.000 

7.000 

13.000 

13.000 

13.000 

25 

25.000 

13.000 

13.00O 

3 

13.000 

13.00O 

9.460 

16.910 

15.910 

15.910 

15.910 

15.910 

$.$90 

6.590 

$.$90 

' ' 1070 

.$90 

5.590 

$.890 

$.990 

$.890 

' ' 
6. 9 0  

16.910 

15.940 

690 

6.90 

7410 

4.250 

4.250 

.410 

7410 

7410 

7410 

7410 

7410 

9.120 

12.540 

15.900 

• 
L090 

21.090 

1.090 

7.410 

7410 

7410 

9.120 

7410 

7410 

7.410 

12.$40 

2 

21.090 

7410 

4l 

7410 

712 

' • 
1.00 

21.090 

21.090 

4l 

¢ 

KELAS II 

JASA SARANA JASA LAYANAN 

36.62$ 26.87 

21.375 

34.200 

7.980 

9.690 

712 

9.120 

21.37$ 

ATU'S 

' 

w 

N NAM KL; AA 

M s¢  C  

L,  SIN DARA4 AR 

L SPESIMEN DARA VENA 

A 

AN TRACHEOSTOMY 

JENIS LAYANAN 

RAWAT INAP UANGAN/ HAR 

KO LJLTAI DOTER 8ES 

TAB! JANTUNO 

N TALI PU'SAT 

KAN PA.SIEN 

N LUKA KECIL «I0 CM 

AN KA SEDA.NG 10-20 CM 

AN LUKA DE8AR 20 CM 

Pu 

IK'SAS! PADA PASEN ANA 

M MANDIA.N BAYT 

ASANO SALK 

0 A8I8I 

NEBULEZER 

wA1AN$IN SKELETAL RAK.ST 

pERAWA"AN99p 

SRNGE PUMP HAR 

INPUS UMP AHART 

PEMASANGANETT 
PRAWATAN D» CUBIT'US  

7  CA  STOSTOMY 

PA&ANO GIP 

COOS IN I 

MRLAN RAN 

MASSAGE BAYT 
PERAWATAN H ORTEAM/HI PE.RTE 

PERAWAT4 

PERAWAT. A 

ERAWA1A [4AR IA 

PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT 

42 MEMINDAHKAN PASE.N DON 0A.NOOUAN 

$l878M SA/AF GANOO' AN ANATOMIST 

«4. +ERA 

44 PERAWAAN PAS N LOLA.SN 

• 



NO NAM LAYANAN / TINDAKAN ASA SARANA I JASA LAYANAN [ TOTAL 

# 
9k9EN.Si 10.0oo er 

ASA DOTER BACA EK 9.120 6.880 

' 
000 

MELAKUKAN REXAM EKG 4.$60 3440 8.000 

r l!<JE1(91 t� IJN � 22 720 4.000 

­ 
YANAN HEMODUAL S 312.360 235.60 $48.000 

LAYANAN ES0AGO DENOKOPI BG 396.720 299.280 696.000 

­ 
COLO.NO8CDP 420.60 317.30 738 

A"1I D(),n'ER�BUATA� REllUMX MEO"' 6.270 4730 1.0oo 

PEMBER'AN SO 

' 
2 $.375 

a UP IVFD 7.125 5.37$ 2 
r 

UP DOWER CATHETER 7125 6.37% la2.500 
r 

UP NASO GASTRIC TUBE 7125 6.37$ 12 

" 0 E#VASI VITAL $ION 7125 $.37 a2.$00 

" 
EDIS OPERATF TE 

JENIS LAYANAN 

ANA9TES! UM'UM JASA LAYANAN 
1.3$0.000 

MLAH 

.860 

2.610,000 

2 

v 

' 

' 1.860.000 

1.860.000 

1.860.000 

.860.000 

1.860.000 

1860.000 

1.860.000 

1860.000 

.860.000 

1.860.000 

1.860.00O 

1.860.000 

1.860.000 

L860.000 

900.000 

900.000 

900.000 

900.00O 

900.000 

900 

900.00O 

900.000 

900.00O 

900.000 

600.000 

600 

600.000 

000 

600.000 

600.000 

600.000 

00 

600.000 

000 

600.000 

600.000 

600.000 

600.000 

600.000 

600.000 

600.000 

600.000 

00.000 

600.000 

600.000 

600.000 

600.000 

REPOSI! FRATUR D LOKAS DA.LAM NARCOSE 

DE DE ENT ADM LUKA AA 

RAHANG SEDERHANA 

NTAKTUR 

OPLASTT BUAL 

OPERAS! M ROTA 

ALOTOPLASTT REPAIR LUKA PADA WAJAM KOMP'LEK 
REPAIR TES N JAR 

GRAFTING YAN IDA AS 

ANOLAS'TI SE.DE.RHANA 

LORAS! ADS'ES PARA'ARENG AL ESPLORAS! KISTA BRANCHIAL 
LORAS KITA $Tl 

EKPLORAS KISITA TIROID DRAINAOE PERIURETER 
SST CODEE 

COREKS PRIAPISMUS 

OPEN RENAL BOPS 

OCH.DY TOMI SUB KASK LER 

PEERTOMI 

9IO TESTIS 
URETEROLYSIS 

U'TERO8TOMI 



ASA 8AAA 4ASA LAYANAN TOAL 

600.000 900.000 360.000 L.860.000 

600.000 900.00O 360.00 1.860.000 

600.000 900.000 360.0OO L860.00O 

600.000 900.000 360.000 L.860.000 

600.000 900.000 360.00O 1.860.000 

900.000 360.000 1.860.000 

900.000 360.00O L.860.000 

900.000 .000 000 

900.000 360.000 1.860.000 

000 00 1.860.,000 

900.000 360.00O 860.000 

000 .000 1.860 

360.00O 1.860.00% 

360.000 .800.000 

360.00O 1.860.000 

360.000 .860.000 

900.000 360.00O 860,000 

360.000 .860.000 

360.000 L.860.00O 

600.000 

600 

600.000 

600 

600.000 

600.000 

600.000 

600,000 

600.000 

600 

600.000 

60 

600.000 

600.000 

600.000 

600.000 

600.000 

600 

600.000 

0 T 600 

600 

600 

600 

600 

60 

600 

600.00 

600.000 

600.000 

DRAINAGE ISTA PANCREAS 

FT 'ETOMI 

UREKTOMI PERL ANAL 

I DAN MULAUT 

FRATUR RAIAN SL 

8POSIS DXATIE 

MASTEKTOMI SC'BKLUTANNEU'S 

lIST IIOOLO8US 

KISTAL IUS 

I9ROMA 

PADA LUKA BAAR 

4AAREN 

8TA BRANCHIAL 

DIKUL.ER 

t POST EKSTRAKST 

NO NAMA LAYANAN ' INDA.KAN 

4 'VAOGRAFT 

42 VERICOCLE 

VESICOLTHOTOMT 

AIR ARTUR pg 

I0AN KO' AS 

IH DROCEL 

N NARCOSE 



JASA LAYANAN 

1.860.00 

L860.000 

L.860.000 

L860.000 

1.860.000 

L 860. 000  

1.860.000 

L860.000 

.860.000 

.860.000 

N $TR 4SI  VE9IA 000 $40.000 2.610.000 

RES SI PARTIAL VESKA 720.000 .3$0.000 $40.000 2610.000 
RESEKS! UACHU 720 0 .00O 

ITLASTT REDUS! 720.000 1.350.000 $40.000 2.610.,000 

LR COAN Mt 720.000 .30 2.610 
U'RETRO SIGMOIDOSTOMI 720.000 1.350.000 $40.000 

' 
L I7RO UETRO8TOM 720.000 1.350.000 $40.000 
URETROLTHOTOMT 720.000 1.3$0.000 $40.000 

720.000 1.350.00O $40.000 2610.000 

720.000 350.000 40.000 2.610.000 

720 1.35$0.000 40.000 0.000 

720.000 L.30,00o $40.000 2.60.000 

720 .350.000 540.000 2.610 

720.000 .350.000 $40.000 2.610.000 

720 $0 2.616.000 

k 

M 

4 LABO INTERNAL 

EX 
ATE 

7 LO 

•• 
$ABORTION 

0vOM 

4 4AIHIDATT 

• 
• 

' A C IOGENC 

NT T 

Ml 

' 
610.000 

MI MARAN 2610.000 

PAT1ALIS 2 10 

$40.000 2610.000 

00 2610.000 

l 6l 

• 720 

M 

LA8NOPALA'TOP'LAS'TI BILA 720.000 1.390.000 $40.000 2610.000 

INGRA'NG YANO LUAS 720.000 ,, 2.610.000 

ETROPLASTT 

' 
00O 350.000 $40.000 2610.000 

NL KITA GINA 720.000 

' 
$0 640 2.610 

ISTLA ETEROVES[A 720.000 1.350.000 
47 rNAL RTHO'TOM 

31 [RELEASE TRIGGER / DE QUERVEIN TRIGGER 
THUM 

RE«AIR TENDON SIMPLE 

134 REP9I9I DO GENERAL ANA8TESL DISBRTAL 

PEMASANGAN CAST 

EBIDEMENT JARI TANK AN ATAU 

REPAIR TENDON MULTIPLE 
A A 

133 REPOSISI DE.NGAN GENERAL ANASTE.SI TANPA 

EMASANOAN T 



' 750.000 2.600.000 

' 760 2 

780.000 2.$00.000 

' • 17go 2 

' 750.000 2.500.000 
p 1780.000 $00 

, 
MT l760.000 2.500.000 

1780.000 2.$00 
7$0.000 00.000 L.000.00O $250.000 

AMUTA.SI BELLOW NE 17so 2.500.000 250 
AMPUTAS! ADO'VE KNEE L.70.000 2.500.000 $.280.000 

AM S ANKLE 1 780.000 2.800.000 2 00 
AMPUTASL JAR! MULTIPLE I790.000 2.$00.000 5.250.000 

" ' 
LADER N 7so 2 

t760.000 2.$00.000 

A M 1.760.000 2.$00 

7$0.000 2.500.000 
ULI BULL I750.000 2.$00.000 

ED RADIKAL MASTEKTOMT 7$0.000 $00.000 L000.00o .250.000 
DUASI INTERNA 7so 2.$00.00 l 20 
FAS!EKSTEIN 7$0.000 2.500.000 5.250.000 

TOTAL TIROIDETOM 750.00O 2.500.000 2 
TOTAL LABIETOAMT 1780.00O 2.$00.000 $.250.000 

LAMM RAFTING 7$0 2 
LAP LUA.S 1.70.00O 2.500.000 

ALTOPLAST 2.500.000 
09T0MT 2.500.000 

EXLRAS LAA l+AND OM 2 00 
EKPLORAST LAP + HEMILOTOM 2.$00.000 L.000.000 
EKPLORAS LAPA.ROTO +RES I BA  SHUNT 2.500.000 .000.00 $.280.000 

4 

No NAMA LAYANAN / TINDAKAN 4ASA SA.RANA JASA LAY'ANAN TOTAL 

720.000 540.000 2.610.000 

7 720.000 .3so 40.00 2.610.000 

720.000 1.30.000 $40.000 2610.000 

720.000 1.3$0.000 540.000 2.610.000 

720.000 L3$0.000 $40.000 2610.000 
, 720 1.360.000 540.000 2.610.000 
, 720.000 1.30.000 40.000 2610.000 

720.,000 1.30.000 $40.000 2.610.000 

• 720.000 .3$0.000 $40.000 610.000 

720.000 1.350.000 $40.000 2610.000 

720.000 1.3$0.000 $40.000 2610.000 

720.000 1360.000 540.000 2.610.000 

720.000 .390.00O 00 2610.000 

720 1.360.000 $40.000 2.610.000 

720.000 L390.000 2. 6 0. 000  

' 
2.610.000 

' 
2610.000 

1 2.610.000 

l 

' 
000 

1.30.000 

360.000 

' 

2.610.000 

720 2 

' 720.000 2610.000 

N 610.000 

2 10.000 

2610.000 

26 000 

I, 

.380.000 40.00o 

40.000 

.390.000 40.0oo 

ABOVE KNEE 

Dr 

' 



# 

$.2$0.000 

$.250.000 

$.260.000 

$250.000 

6.250.000 

$250.000 

$.250.000 

2 

.250.000 

6.250.000 

280.000 

260.000 

2 
6.250.000 

260 

$.260.000 

6.2 .000 

$.280.000 

250 

$.250.000 

5.250.000 

5.250.000 

$.250.000 

.000.0OO 

L.000.0OO 

.000.000 

1.000.0O 

.000.00O 

L000.000 

7$0.000 

t780.000 

L.7$0.000 

' 750.000 

760.000 

1,760.000 

1760 

7$0.000 

750 

760.000 

7so 

7$0.000 

17go 

70.000 

1780.000 

I750.000 

7 

7$0.000 

7s 

7$0.000 

1760.000 

1750.000 

gl LAMA 

LYDACTIL.Y, SYNDACTTLY 

CON BAND 

NO NAMA LAYANAN / IINDA.KAN JASA SARANA ASA LAYANAN 

• RESEK.SN LYMPONODY RADIAL 2.$00 $.250.000 

• NEFERO TOMI 2.500 5.250.000 

TUTUP STOMA 2.500 5.250.000 

" 
LAPA.ROSKO PROS DUR 1.7$0.000 2.500.000 1.000.00 6.2$0.000 

4.5 REPAIR TENDON 750.000 2500.000 L.00O.OOO 5.250.000 

VASCULAR TENDON 1.7so 2.500 00o $.260.000 

47 VANS PROSED'UR 760.00O 2500 L.000.0OO $.280.000 

ApppLANT 1760.000 2.500 1.000.000 5.250,000 

4 DUAMEL 750.000 2.500 000.0OO 6.250.000 

OLEDOO JEJUNOS'TOM 7so 2.500 1,000.000 5.260 

LAPARAS.KOLK KOLES'STE TOM 750.000 2500.000 .000.0OO $.280.000 

MEO4 KOLON H ERCHUNG 760.0OO 2 20.,000 

RESEKS! ESOPHAOUS + INTE.RPOSIS! KOLON 17$0.000 2.500.000 .000.DOO .250.000 
PL.EN 

"' 
750.000 2.500 • 

EK.SIS! LIAR RADICAL RE.KONSTRUKST 2$00.000 1.000.000 5.20,000 

MA.STE.KT'OM RADAKAL 2.500.000 

AL + MANDIBULETOMT 2.500.000 

2.500.000 

7$0.000 600.000 

1760.000 2.500.000 

' 
6.2 

2.500.000 L.000.000 $.250.000 

2 

2$00,000 

' 

2.500.000 

" 7$0.000 
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ASA SARANA JASA LAYANAN TOAL 

7$0.000 2.500.000 5.250.000 

s 170.000 2.500.000 8.250.000 

L7$0.000 2.500.000 $250.000 

BS 7$0.00O 2.500.000 5.250.000 

REPLANTAS! TANGAN ATAU JARI 1750.000 2.500.000 6.260.000 

129 17$0.000 2.500.000 .000.DOO 5.250.000 

JASA LAYANAN 

7125l $.37$ 

710 12900 

4.s 

4 

JENIS LAYANAN 

DOTER UMUM 

R SPESUALIS 

CATATAN; INDAKAN CITO ARIF DITAMA4 25% 9.SU4I DE.NGAN JENIS TINDAKAN DAN KELA.S PERAWA'TAN 

TARI JASA LAYANAN KE.BIDA.NAN -CINE.KOLO! RUANO BE.RSALIN 6 RUANO NIA 

• 

' 

• 
• 

NO 

t 

f 

2610.000 

2610.000 

2610.000 

1860.000 

1.860.000 

1860.000 

' 1.860.000 
L.860.000 

800,000 

1.860.000 

1 860. 000  

L.860.000 

319920 

9920 

3199 

319.920 

920 

319.920 

799.800 

799.800 

799.800 

799.800 

799.800 

799.800 

799.800 

799.800 

99.800 

799.800 

122.300 
122.300 

L.060.200 

1.06.200 

1.060.200 

1,060.200 

L.060.200 

1.060.200 

1.060.200 

t 200 

L.060.200 

L.060.200 

1487 700 

I487 700 

, N 

ARTUS SPONTAN 

KJDR EVE ERAS; 
KJDRERP'OAS RAN 'KLAST 

KID-LE'TAK LIN TANG DEKAPTAS 

LETA SU «SANG SPONTAN BRACT 

LETAK 'UNOSANG VE EKSTRAS 

7 AKAN BESA.R 

HEMATOKEL LAPAR0TOMI 
KET LAA@TOME 

87A OVARTUM.$OR ATOM 

NDAMIN AN PE.RSA.LINAN LEH DR. SPESALIS A 

MOLA HIDA TIDOSA ·CURET 
PATU9 PERA0NAM,O 

WOUN DY SCENS 

Ap WANTA.AA[N 0 

AN N' RMAL 'PA NYU 
LINAN DON p, LIT pVAGINA.M 

PLACENTA. PLACENTA 

PIN U M , P A  

KASI  ACDR MDNTLAPAROTOMT 

ABDOMEN JAMIT AS 

S PO! AN 

ORATA • EN.SIT 

BARTIOLINT • INSIS.EKSTTRPAST 

NITA.LA9PARO9 9 

2 



No NAMA LAYANAN J TIN'DAKAN ASA SARANA ASA LAYANAN TOTAL 

mg= 
1.487 700 122.300 448.90 2610.000 

MOM RI MOM MT 1487.70 l 111.:1 448 920 2610.000 

ECTIO SECARLAN L.487 700 1 122 448 920 2610.000 

EHAMLAN ABDOMINAL LAPAROYTOM 1.487700 122.300 448.920 2610.000 

MOMA UTE.R HIST'EREKTOMI TOTAL 1.487.700 1 122.300 448. 9 2610.000 � \fl'F..., : l<ISTl<""l<TOMI SUIITO'TAL .487 70 1.122.300 448.920 2610.000 

LA,PSUSUTER WISTE.RETOM VODNAL 187700 122.300 448.920 610.000 
RE.KTOKEL VAGINAL REPAIR 487 70 122.300 448.920 2610.000 

� Vl'E!ll hl9TE:IIC1TtJW'I L.47 700 122300 448.920 2610.000 

- Ek S8CAR+ $40W 1487 700 122.300 448.920 2.610.000 
- 

SEKSIO SECAR + HISERETOMI 1.87700 1 122.300 448 920 610.000 
Tu OVARIAL ABC $ LAPARO'TOMI 487 70 1.122.300 448.9 2.610.000 
TUMOR OENITELIA INT- LAPARO'TOMI BNOST [NOE 487 70 12a2.300 448.920 2610.000 

VE.S KEL V NA REPAIR 1.487.700 1 12 448.920 2.610.000 
MIOMA UTE.RT M AM  TOMI 487 700 122300 448.9 2610.000 

KE 

JASA LAYANAN 

77400 

3736 

387 

38 70O 

• 

" 
$rT0TATA 

u p NAE BO UALUS 
UMNBAM LUM'BAI M4 INTO.S A.St 

MASANGAN SB 

S.d. LAYANAN RAWAT INA PENYAKIT DALAM 

JENIS LAYANAN 

Lu 

• 
D 

0 ECOCADIOORAF 
Ee4ASA.N 4N 

0AN CV 

• 

LAYANAN RAWAT INAP SYAAF 

ENIS LAYANAN 

R 

N 

PERSP'RAS TES 
A 

$. LAYANAN RAWAT INAP KON'UL'AST 

JENI LAYANAN 
ANA.N 

117% 

W A 

No JENIS LAYANAN JAS SARA.NA 4ASA LAYANAN �� RAWAT INA ANGAN HARI 128.2 96 70 2 .5  

RIP  RESUSITASL JANT'UNG PARL 6l.$60 46.44.¢ 08 

peAWATAN TALI PU'SAT HART 10 TO 9.000 

• ME'MANDAN PA.SIEN 14193 10.707 24900 

ERAWATAN LA/KA KECL « IO CM 1282 9.67$ 22,$00 

PERAWATAN LUKA SEDAN 10-20 CM 13.680 10.320 24.000 

' 
PERAWATAN LUKA BESA.R »20 CM 31.360 23.650 5.000 

MEMASANG IN'US 8.835 6.66.5 16.500 
MEMASANG NOT OT 2$.935 19.565 45.50 

EMASANO CATETHER 3.806 23.994 $5.800 

MEMBER! HUKNAH KLISA 3 23.994 55 

NIES! IV/M SC/IC 11.343 8.57 19900 

MENGAM L8PENMEN DARAH ARTE 31.806 23 55 

• 
MENGAMBNL SIPES MEN DAAII VEA 10.830 8.170 19.000 



TOTAL 

$5.000 

55.000 

15.500 

20.000 

19.000 

20.000 

16.000 

15.500 

9.500 

45.500 

4$.$00 

4$.$00 

16.000 
45.500 

4$.$00 

39.000 

8.600 

., 

10 760 

JASA LAYANAN 

23.650 

23.650 

6.665 

8.60 

8.170 

8.600 

6.450 

6.66.5 

8.38.5 

19.565 

9$65 

19.565 

6.880 

956.5 

9.$6.5 

770 

19.565 

19.$6.5 

9.$6$ 

6.880 

10.7$ 

21.800 

6.880 

10 

' 4.3 

6.880 

rt 

32.490 
4.27$ 

65 7$0 

70%. 
748 L2 

10.830 

9120 

9l 

9120 

9120 

9.120 

228 

25.650 

31.350 

32.319 

28 

8.500 

$8.140 

11s4 

ASA SARANA 

31.350 

31.30 

8.835 

1L40o 

10.830 
L4 

8.530 

8.835 

1 1 i s  

25.9 

259$ 

25.935 

9120 

25.9 

25.935 

22.230 

26 93% 
25.9.3 

$9 

9 l  

4.2 

28.800 

91 

PEMBER!AN SO 

pro 

UP DOWER CATHETER 

PN GASTRIC DE 
0BSERVAS! VITAL 9ION 

MA4NGAN VENT[LAT 

PASAN MATRAS DEU'BITUS 
MENU&UR RAWAT CNP 

BE.D8IDE MONTO 

PEN'ERAN N! SI PARENTRAL 

NTUBASN 

M, LAKUKA,N DE LA; 

MEMASAN CV 

RAWA1AKA" 
PERAWATAN LUKA GANGREN CECIL 

PEAATAN LUKA NOREN BI 

WATAN 'KA BAAR ORAD» SATUN 
ERAWATAN LUKA DAKAR 0ADE DUA 
PERAWATAN OM 

eRwA1AN PAT 

ME.MINDA LA 

st Ms 

OTO THERA 

pgRAwAA pASIEN 

A 

G TAMPON/UP TAMPON 

NANA LAYANAN / IINDAKAN 

PERAWATAN COLOSTOMY 

PERAWATAN TRACHEOSTOMY 

KUMBAH LAMBU'NG 
UP MEACTING 

ORAL HYO! E 

VULVA, PENIS HYGIENE 
PERAWATAN AYUDARA 

' • 
NO 

PE.MERIKSAAN LABORATORIUM JASA SARAN JAM LAYANAN TOTAL 

LA YANAN RAWAT INAP ICU.NICU $$.57% 4$.82 97.$00 

BAYT RAWAT GANINO I/ TARIF PERAWATAN I U 25.650 2L.150 45.000 

PERA ATAN BAYT DALAM tu'BATOR 28.$00 23.$00 0.000 

\' 



NO NAMA LAYANAN f n.�� dASA SARANA ASA LAYANAN TOTAL 

• 
BPERAWATAN BAYT HIPO/HIPERTERM ANT W 22.800 18.80 40.000 

cur-sec Euser0g,/, 285.000 26.000 $00.000 

PERAWATAN CPAP/VENTILATOI HAR S7.000 47.000 100.00o 

' 
VENTILATOR PEMASAN GAN 342.000 22.000 600.000 

TN AL PARANTERAL NU'TR 24 85.600 70.$00 160.00 

INF'UIS PUMP HAR IL.400 9.400 20.000 0 NEB~LAZER IL.400 9400 20.000 
MEMANDKAN BAYT 

% 
8.696 

# 
POTO TERAPY 23.5 I9.458 

$UCTON 7.980 6.$80 4 

• MENO'SAP NDIR DENGAN BALON PADA NEONATUS 7980 6.580 14.00 

' 
Po2 7980 6.$80 4 

METHOD.E KANOG 7980 6.$80 I4.000 

' 
8A0E BAYT 16.4l 

' MEMASANO 0 $.700 4.700 10.000 0 VAS/VITAL SN 
' 

2.850 2.350 $.000 
PASAN NOT OOT 31.3s0 6.850 # guy Lu@to 8.266 6.815 

ORAL HY OENE •• 681$ 14.$00 
RI 61.560 0.6 108.000 

• RA AT TALI PUSAT 11286 9.306 19.800 
ERAWAT'AN wy 31.350 

4 
UNI8AS 41400 

PERAWA'TAN JENA2AN 

4= 
19.4 4L400 

TIW< !1!�"11 SYfll!IOE l'\IJ,IP 8.11 7700 

NE tM JV 8.09 6.672 14.19 

E r  %5 8.930 19.000 1u de Ti 
• 19.000 

lie= 
1L40 9.400 20.000 

2 

NTU 

±± 
70.$00 0.00O 

D • 
POTO THERAPY/SERI 6-8 AM 1o 8.40 18.000 

k 

L23s 

35.000 

134.99 
4 

15.000 

410.000 

3.354 

I 1 8  

$  

4.47 

3$4 

3.354 

839 

30.74$ 

t 

$3 

$.9 

4446 

• 
12 

407 

t80 

704 

JASA LAY'A.NAN JUMLAH 

72 

11 

307 36 26.8 6.24 
74l 

1.630 230 

482 

' 4.8 

' 249 7 

+ TUTU .482 • 
7.7 3.4 6 

21489 6.214 

23.71 

' 22.971 17.329 

" 

BLAY PENYIMPANAN, PENOOLAHAN DAN DSTRBUS! DARAH DI BANK DA.RAH 

PEMAJ'UATAN OMPONEN DARA 74 

PACING DARA [RANTAL DIN0IN 3853 

PENGANTARAN DARA 74l 

LABELS4SI DISTRIBL A DARAN 704 

JUMLA ROTOR 

EM LAT 

BIAYA PEN(GANTT PENGOLAHAN C+ DI BANK DARA 

BD PE'KANT'ONG + BAN DARAH 



46.030 

9.850 

46.0 

45.030 

Peete. $2440 39.660 

eerie $2.440 39.560 w 

6 

Po 95.76 72.240 

Peele $2440 39.$60 92000 

Peen 52 660 92.000 

$2440 39.$60 00O 

f 

06 

• 
LboeLt 

, 

4mu 

Der 
, 

Mastoid Sindt 

, 

• 
, 

, Orbit P 

" 
Pore 

, 
Pedi Deer 

Pedi Silt 

boa 

b 

Sacrum Lateral 

e Dor 

NO AMA LAYANAN / TINDAKAN 4ASA SA.RANA JASA LAYANAN TOTAL 

No 
JENIS PEMERIK.SAAN VOLUME / 8TUAN JASA SAANA JASA LAYANAN 

AP da Lard lee 82.080 

Pe4nu 95.760 

ereerie 95.760 

• 
paean eerie $4720 41280 

ere.er1le 102 

bri m  •  Peer  360.810 
, 

el Crall Perrik.. 47.880 

Boe lo ere(e. 0.440 

OR3Posit fertile 6416 

BO polo  eerie 4.720 

2.080 

4. 

45.030 

2440 39.560 

AP 



NO NAMA LAYANAN TINDA.KAN JASA SARANA JASA LAYANAN TOAL 

87 Se la Silt.r Jee1ea $2.4 39.560 

Shoulder Data erk 2440 39.$60 

holder Site Jeter1le $2.440 39.60 

harried A Perle $2440 39.560 

hr%0Lateral • eerie. $2.440 

g h0column.a Al Jee.. $2440 

or#col.uh./ Lateral Pen. 

Thor Al PA 

he Lateral $24 

7hr 

TM Batel 

4el eel 

USO Ke Jerrilee 142 

Peed 125.4 

Jerrie • 
4bee w.ah 353.4 

.Abdose tl 474 12 

eroid 186 960 

. ired 

• 
• 

PEMERKSAAN LABORT ORUM 

7 13 

4 

WIDAL ALIDE 



NO NAMA LAYANAN / IINDA.KAN 

«. £VALLAS! HAPUSAN DARA 

44 GOLONGAN DARA 

4. IT 

cT 

47 p 

• 

!ANA Ml • 
MEIKSAN LABOA'TORI UM 

NA8 Al 

gr7LOOI (Sputum, Cadre A.at., 

Cara 

2 

• 

NAMA DAN JENIS TINDAKAN 4ASA SAA.NA 4ASA LAYANAN TOTAL 

50 • 50O 

18.060 $.9$0 24.00 

KL9SL/VIP 7$90 3.9 

K It AI 14.550 3.950 18.500 

I ' II  
$00  1s00 

2 5.500 

8.$00 3 L.500 

R. VIPKLS 

6.$00 2.000 8.$00 

Poller.k 700 000 

I 



NO NAMA LAYANAN / TINDA.AN ASA SARANA ASA LAYANAN TOTAL 

3 900 

9.500 

1.400 

Petei 18.300 

tM.at 29.$00 

5.500 

peed Madrid Dew/keg Olua.i 21 100 

13.000 
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L.00O 
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' 2.500 7.$00 
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300.000. 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
NOMOR I TAHUN 2024 
TANGGAL 19 JANUARI 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA 

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan 

Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. 

Jenis Lokasi Luas Tari Retribusi 
an 

A. Ruangan 1. Komplek Pertokoan Praya Lantai I m Rp15.000/bulan 
toko /kios 

2. Komplek Pertokoan Pr@a Lantai II m RN..5.000/bulan 
3. Komplek pertokoan pasar Karang m Rp.10.000/bulan 

Bulavak.menehada ialan utama 
4, Komplek pertokoan pasar Karang m Rp. 8.000/bulan 

Bulavak menshadap belakans 
5. Komplek pertokoan/kios pasar m? Rp.10.000/bulan 

rentens sebesar 
6. Komolek rtokoan asar ieloiok m RB.10.000/bulan 
7 Komplek pertokoan pasar m Rp.10.000/bulan 

man tang 

8. Komplek pertokoan Pasar Sengkol, m Rp. 8.000/bulan 
Puyang, Pringgarata, barabali, 
naban dan vans lainva 

9. Kios pada komplek Rumah m Rp. 5.000/bulan 
Susun Sederhana Sewa 
(Rusunawa) 

B. Lapak dan 1. Kecamatan Praya m Rp. 3.000/bulan 
Bangunan 
Semi 
Permanen 

2. Luar Wila Kecamatan Prava m RN ..  2.500/bulan 

2. Penyediaan tempat pelelangan ikan 

No 
1. 
2. 

Jenis iasa 

Sewa cold stor te 

Lesehan BBI Gerun 

Besarnva retribusi 
R .35.000.000 
R.25.000.000 

Keterangan/Satuan 

Pihak keti 

Pihak Ket' 

3. Pemakaian Kekayaan daerah 

No Jenis iasa Tarif Keteran Satuan 

1. Sewa Alat Berat : 

a. Vibro roller Rp 1,000.000,­ Per unit/hari 
b. Road roller 6 -8 ton Rp 200.000,­ Per unit/hari 
c. Road roller 2,5 ton Rp 175.000,­ Per unit/hari 
d. Hand baby roller Rp 50.000,- Per unit/hari 
e. Motor Grader Ro 1.200.000.­ Per unit/hari 

2. Sewa Alat Lainn : - 



a. Sewa Tes Material 
- Pengujian Beton Rp 462.000,­ Per unit/kali 
. Pengujian Agregat Rp 518.000,­ Per unit/kali 

Kleas A,B,C,S 
. Pengujian Tanah Rp 302.000,­ Per unit/ kali 

- Pengujian Lapen Rp 305.000,­ Per unit/kali 
b. Sewa Tronton diatas 8 ton Rp 1.000.000,­ Per unit/ kali 
c. Sewa Tronton (PP] Rp 750.000,­ Per unit/ kali 
d. Dump Truck Rp 75.000,­ Per unit/hari 
e. Sewa Excavator Rp 200.000,­ Per unit/jam 
f. BOMAG Ro 50.000.­ Per unit/iam 

4. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 

No Jenis Kendaraan Tarif Retribusi Tambahan Tambahan 
Tarif setiap Tarif lebih 
jam dari 10 jam 
berikutnya 
4R. 

1. Sepeda motor Rp. 2.000,­ Rp. 500,­ Rp.10.000,­ 
/sekali parkir /jam /malam 

2. Oplet/Jeep/Pick Rp. 3.000,­ Rp. 1.000,­ Rp. 
Up/Mini Bus/Sedan /sekali parkir /jam 25.000,­ 

/malam 
3. Bus/Micro Bus/Truck Rp.4.000,­ 2.000,­ Rp. 

dan sejenisnya /sekali parkir /jam 40.000,­ 
/malam 

4. Tronton/Tralier dan Rp.5.000,­ Rp. 3.000,­ Rp. 
sejenisnya /sekali parkir /jam 50.000,­ 

/malam 

5. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 

No Jenis jasa Tarif retribusi Keterangan/Satuan 

1. Bintang I/  setara  Bintang I Rp. 500.000,­ /malam 

2. Melati / setara Melati Rp. 250.000, /malam 

6. layanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak; 

Nol  Jenis iasa Tarif retribusi Keteranan tuan 

1. Penggunaan kandang 
a, Sapi,kerbau dan kuda Rp. 5.000,­ /ekor 
b. Kambing dan domba Rp. 3.000,­ /ekor 

2 Pemeriksaan Hewan / ternak 
a.Sapi / kerbau dan kuda 

I. Jantan Rp. 10.000,­ /ekor 
2. Betina Rp. 15.000,­ /ekor 

b. Kambing dan domba Rp. 5.000,- /ekor 

3. Rumah on 



1. Sapi, kerbau dan kuda Rp. 5.000,­ /ekor 
2. Kambing, domba Rp. 2.000,­ ekor 

4 Pemeriksaan d ne RD. 5.000,-/ Sam le 

7. Pelayanan Pasar Hewan; 

No Jenis iasa Besarnva retribusi Keteran Satuan 
1. Karcis masuk pasar hewan 

- Sapi, kerbau dan kuda Rp. 10.000,­ /ekor 
- Kambing dan domba Rp. 2.000,­ /ekor 

2. Sewa timbangan 
- Sapi, kerbau, kuda, Rp. 5.000,­ /ekor 

kambins dan domba 

8. Pelayanan Jasa Kepelabuhan; 

No JENlS PELAYANAN 
BESARAN TARIF 

SATUAN 
(Rp) 

A JASA PELAYANAN KAPAL 
I Jasa Labuh 

Ka an melakukan ker iatan di labuhan umum ; 
a. Kao val  van melakukan ker tan nia a  ;  

1) Kapal angkutan laut 
1.000,­ dalam neseri 

2) Kapal angkutan laut 
2.000,­ 

luar neseri Per GT 
3) Kapal pelayaran rakyat / 

600,­ 
Perkunjung 

kanal perintis an Perhari 
4) Kapal yang melakukan 

kegiatan tetap di 200,­ 
nelabuhan 

b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga / angkutan 
penvebransan ; 

1) Kapal angkutan laut 
1.000,­ dalam neri 

2) Kapal angkutan laut 
Per GT 

2.000,­ Perkunjung 
uar negeri 

3) Kapal pelayaran rakyat / 
an Perhari 

600,­ 
kanal rintis 

2 Jasa Tambat 
Ka an melakukakn ker tan di labuhan umum : 
a. Tambatan derma ( besi. beton, dan : 

1) Kapal angkutan laut 
100,­ 

Per GT 
dalam ne ri PerEtmal 

2) Kapal pelayaran rakyat / 
50,­ 

(IEtmal 
kanal nerintis 24 Jam 

b. Tambatan Breasthin Doi in Pelamrsun : 

1) Kapal angkutan laut 40,­ Per GT 
dalam n ri 

2) Kapal pelayaran rakyat / PerEtmal 

nerintis 20,­ ( I  Etmal= 

3l Kapal an tan luar 8.000. 
24 Jam ) 

# 



I ne en 
' ' 

B JASA PELAYANAN BARANG 

l Jase De 

Baran, van dibon / muat melalui labuhan umum ; 
a. Baran an tar ulau 

1) Garam, pupuk dan 
barang Bulog ( beras 350,­ 
dan 

1a 

2 As Drum 350.­ 
Per Ton Per 

3 Puouk dalam kemasan 350. 

4) Batu bara dalam 
m° 

kemasan 
350,­ 

5 Batu bara Curah 200,­ 

6 Baran ienis lainn a  1.000.­ 

9. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. 

No Jenis jasa Tarif retribusi Keterangan/ 
Satuan 

l Taman Rekreasi ; 

1. Dewasa Rp. 10.000,­ /orang 
2. Anak Rn. 8.000.­ orang 

2 Kolar Memancips, R . 10.000.­ oran 

3. Gelan zang Olah R ..  10.000.­ oran 

10. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 

a. Ikan Konsumsi 

No lkan Konsumsi 
Ukuran Harga Per/KG 

Keterangan 
Berat (Rol 

l KARPER l 36.000 
2 TAWES l 15.000 
3 NILA l 25.000 
4 GURAMI l 50.000 
5 LELE DUMBO l 20.000 
6 BAWAL l 20.000 harga dalam 

7 GRASCRP l 30.000 

b. lndukan 

Ukuran Harga 
No INDUKAN IKAN Berat Per/KG Keterangan 

' 
(Ro) 

l KARPER l 50.000 
2 BAWAL l 50.000 
3 GURAMI 1 75.000 
4 KOT l 75.000­ 

200.000 

5 LELE LOKAL l 35.000 
6 LELE SANGKURIANG 1 50.000 

t 



7 GRASCRP 1 50.000 

8 NILA ANJANI/ NIRWANA 1 45.000 Yang 
bersertifikat 

9 NILA LOKAL 1 30.000 

e. Bibit kan 

HARGA JUAL BIBIT Ukuran 
Harga 

No 
IKAN (Cm I 

Per/ekor Keterangan 
(Ro) 

1 KARPER / MAS 1-3 100 
3-5 250 
5-8 500 

8-12 1.750 
2 NILA 1-3 100 

3-5 200 I 

5-8 400 
8-12 1.250 

3 TAWES 1-3 100 
3-5 250 
5.8 500 

8-12 1.750 
4 GURAMl 1-3 500 

3-5 1000 
5-8 2000 

5 LELE 1-3 100 
3-5 300 
5-8 500 

8-12 1000 
6 BAWAL 1-3 100 

3-5 250 
5-8 500 

8-12 1.750 
7 KOi 1-3 200 

3.5 500 
5-8 2000 

d. Pertanian 

,E enis iasa T if retri'usi I Keteran Satuan 
BIDANG TANAMAN PANGAN 

Bibit Tamaman P Dan Hortikultura 
Padi Sawah 
- BD Label Putih BD RI ..  10.000 
-BP Label Un BP R 8.000 k 

- BR Label Biru BR RE. 7.000 

e. Pemanfaatan aset Daerah 

No Jenis jasa Besarnya Keterangan/ 
retribusi Satuan 

1. Penyewaan Tanah Lapangan Rp.500.000 /hari 



2. Gedung Koni Praya Rp. 300.000,­ /hari 

3. Gedung Serba Guna Puyung Rp. 250.000,­ /hari 

4. Gedung PKK Rp. 250.000,­ /hari 

5. Gedung SKB Puyung : 
a. Ruang Rapat Rp. 50.000,­ /hari 
b. Ruang Pensinanan Rn. 10.000 /hari 

6. Rumah Golongan II: 
a, Di Ibu Kota Kabupaten Rp.50.000,­ /hari 
b. Di lbu Kota Kecamatan Rp.25.000,­ /hari 

7. Rumah Golongan III : 
a. Di lbu Kota Kabupaten Rp. 75.000 /hari 
b. Di lbu Kota Kecamatan R ..  45.000 /hari 

8. Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) Rp. 250.000 per unit/bulan 
a. Lantai I Rp. 240.000 per unit/bulan 
b. Lantai II Rp. 230.000 per unit/bulan 
c. Lantai Ill Rp. 220.000 per unit/ bulan 

d. Lantai IV Rp. 200.000 per unit/bulan 
e. Lantai V 

9. Rumah Khusus Rp. 250.000 per unit/ bulan 

f. Tarif Pemanfaatan alat laboratorium. 

NO. Jenis Jasa 
TARIF 

(Rp) 

Alat Pemeriksaan 
I Bakteriologi Air 

- Coliform IMPNI 25.000 
- 

Co Tinja 25.000 

- 
Coliform dan Coli Tinia 50.000 

- 
Angka Kuman 50.000 

- 
E coli 15.000 

- 
Salmoonela Sp. 15.000 

- 
Shi»ella S 15.000 

- 
Staphvlococcus Sp. 15.000 

- 
Vibrio cholera 15.000 
Heterotrophic Plate Count 

25.000 
- (HPC 

Pseudomonas aeru 
. 

0sa 25.000 - 

- Legionella spp 25.000 
- Enterococci 25.000 

2 Alat Pemeriksaan Fisik Air arameter r 

- Warna 5.000 

- Bau 2.500 

. Rasa 2.500 

- Kekeruhan/ Turbidi 
' 

10.000 



- Suhu 2.500 

Indeks sinar matahari (ultra 
10.000 

- violet indexl 

- Keiernihan 7.500 

Total Zat Padat Terlarut SI 10.000 

Total Zat Padat Tersuspensi 
50.000 

- S Gravimetri 

Total Zat Padat Tersuspensi 
10.000 

- 
9/ TSS Meter 

- Zat Padat Total sI 50.000 

- 
Benda Terapuna 7.500 

- DHL 25.000 

- Keasaman 25.000 

- Kebasaan 25.000 

- Klorin Bebas 25.000 

- DO 5.000 

6 Alat Pemeriksaan Kiria dalam Air per TARIF 

eter (Ro 

- 
H 5.000 

- 
Kesadahan (Caco3 15.000 

- 
Kesadahan Kalsium 15.000 

- 
Kesadahan Magnesium 15.000 

- Besi 'el 25.000 

- Mangan Mp) 25.000 

- 
Chlorida Cl 20.000 

- 
Amnoniak NH3) 32.500 

- 
Flourida 20.000 

- Aluminium 32.500 

- 
Antimoni 61.500 

- 
Barium 61.500 

- Kalsium 61.500 

Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, 
55.000 

- 
Pb. Ag Co, Mn 

- 
Nitrat (NO3 17.500 

- Nitrit NO2 17.500 

- Sulfat 'so4 25.000 

- Sulfida S 25.000 

- Tem Cul 20.000 

- Tem�ode JCP MS 75.000 

- Kromium 27.500 

- 
Krom Heksavalen 25.000 

- Krom Trivalen 25.000 

- 
Nitrogen Total 32.500 

- Total Fosfor 42.000 

- Kadmium 27.500 

- Destruksi Arsen, Selenium 55.000 

- 
Arsenik metode SSA 90.000 



- Boron 55.000 

- Arsen 27.500 

- 
Selenium 27.500 

- 
Seng 25.000 

- Fosfat 25.000 

- Natr:ium 30.000 

- Kalium 30.000 

- Air Raksa 50.000 

- 
Nikel 30.000 

- Sianida 20.000 

- TLmbal 30.000 

- Perak 26.500 

- Kobal 25.000 

- BOD 50.000 

- COD 50.000 

- MBAS 50.000 

- 
Fenol estilasi) 75.000 

- 
Fenol estilasi + Ekstraksi) 75.000 

- 
TOC 75.000 

- 
KMn04 25.000 

- 
PAR 25.000 

- 
RSC 25.000 

- 
SAR 25.000 

- Sisa Chlor bebas 12.500 

- 
Sisa Chlor terikat 12.500 

- 
Minvak Lemak 45.000 

- 
Conductifitv 10.000 

- Salinitas 10.000 

Oxidation Reduction Potential 
10.000 

- (0 

- Total Bromine 20.000 

- 
Sisa Bromine 20.000 

- Alkalinitas 10.000 

- 
Deterien 22.500 

Oksigen terlarut (Dissolved 
10.000 

- en 

- 
Pestisida Organofosfat 630.000 

- Pestisida O anoklorin 630.000 

- AOX 184.000 
7 Alat Pemeriksaan Bahan Tambahan 

Makanan/ Minuman 

- Pensawet: 

a. Borax �ti 175.000 

b. Borax alitata 20.000 

c. Formalin �anti ta 175.000 

d. Formalin valitatin] 12.500 

e. Natrium Benzoat 20.000 

f. Asam Salisilat 20.000 

t 



. Pewarna: 
a. Methanvl Yellow 25.000 

b. Rhodamin B titati 175.000 

c. Rhodamin B (kualitatit 25.000 
d. Identifikasi kadar ewarna sintetik 50.000 

. Pemanis: 

a.Siklam� 30.000 

b. Sakarin alita secara resorsinal 30.000 

c. Pemeriksaan Sakarin 
125.000 denan Metode HPLC 

d. Pemeriksaan Sakarin dengan Metode 
Tiurimetri 75.000 
Penetapan kadar cemaran 
logam Pb, Cd, As, Hg, Sn, Mn, 

175.000 
Cu pada produk makanan (per 

. item 

. Kadar Air 15.000 

. Kadar Abu 15.000 

t.. BUPATI LOMBOK TENO� 

/H. LALU]ATHUi BAHRI 



LAMPIRAN III 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
NOMOR . . · ,  TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG PELAYANAN PENGESAHAN 

RENCANA PERPANJANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

I. BANGUNAN GEDUNG 
A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) 

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar 

Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat. 

B. Indeks Lokalitas (llo) 
lo ditetapkan scbesar 0,5 %( nol koma lima persen. 

C. Indeks Terintegrasi (It) 

Tabel Indeks Terintegrasi (It) 

Indek 
Bobot Indeks 

Fungsi 
$ 

Klasifikasi Paramete Parameter Parameter 
Fungs 
i an 

r (bp) (Ip) 

Usaha 0.7 Komoleksit 0.3 a. Sederhana 1 

Usaha 0.5 Permanensi 0.2 a. Non Permanen 1 

(UMKM­ 
b. Permanen 2 

Prototipe) 

Hunian Ketinsian 0.5 Mensikuti Tabel Mensiku 

Koefisien Jumlah Tabel 

Lantai Koefisien 
a. <100 

Jumlah dan <2 0,15 
lantai 

Lantai 

b. >100 

dan >2 0,17 

.I - 
6 

Faktor Kepemilikan a. Negara 0 
Sosial 

0,3 
(Fm) b. Perorangan/Bad 

l 
Budaya an Usaha 

Ganda/ 
- a. Luas 

<500 m2 
0,6 

dan <2 

lantai 

b. Luas 

dan 2 0,8 
lantai 



Tabel Koefisien Jumlah Lantai 

Jumlah Lantai 
Koefisien 

' 
. 

Basemen 3 la is 1.393 + 0. 1  (n) 

Basemen 3 la is 1393 

Basemen 2 la 1s 1.299 

Basemen I la 1s 1 197 

I I 

2 I 09 

3 1 1 2  

4  1  135 

5 1 162 

6 1 197 

7 1.236 

8 1.265 

9 1.299 

10 1.333 

II 1.364 

12 1.393 

13 1.42 

14 1.445 

15 1.468 

16 1.489 

17 1.508 

18 l 525 

19 1,541 

20 1.556 

21 1.57 

22 1.584 

23 1.597 

24 1.61 

25 1.622 

26 1.634 

27 1.645 

28 1.656 

29 1.666 

30 1.676 

Jumlah Lantai 
Koefisien 

. 

31 1.686 

32 1.695 

33 1 704 

34 1713 

35 1722 

36 173 

37 1 738 
38 1746 
39 1754 
40 1761 
41 1768 
42 l 775 

43 1782 
44 1789 
45 1795 
46 1.801 
47 1.807 
48 1.813 
49 1.818 
50 1.823 
51 1.828 
52 1833 

53 1,837 

54 1.841 
55 1,845 
56 1,849 
57 1.853 
58 1,856 
59 1.859 
60 1.862 

60+(n) 1,862+ 0.003 

Keterangan; 

0 Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; 
t Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai; 
t Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah 

lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. 
Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,I setiap lapisnya. 
Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya 

Koefisien Ketinggian BG = ( (LLi x KL)) + (LBi x KB)) 

( LLi + LBI 
LLi :Luas Lantai ke-i 

KL :Koefisien jumlah lantai 

LBi : Luas Basemen ke-i 
KBi : Koefisien Jumlah lapis 



Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) 

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg) 

Kerusakan 

a. Sedang 0,45 50% + 0,225 

b. Berat 0,65 x 50% + 0,325 

Pelestarian / Perugaran 

a. Pratama 0,65 50% - 0,325 

b. Madya 0,45 x50% + 0,225 

c. Utama 0,30 x 50% = 0,150 

D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG 

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lombok Tengah 

Data Bangunan: 
Fungsi 
Luas Bangunan (Llt) 

Ketinggian 
Lokasi 
Kepemilikan 
SHST BG Sederhana 

Indeks Lokalitas 

: Hunian 

: 36 m2 

: l Lantai 

: Kab. Lombok Tengah 

: pribadi 
: Rp.4.830.000,­ 
: nilai paling tinggi 0,5%. 

Fungsi Indek 

• 
Ruma 0,15 
h 

Tingga 
l 

0,3x 1 

0,20 x 

2,00 
0,50 x 
1,00 
(bp x Ip) 

- 0,3 
- 0,40 
- 0,50 

1,20 

' 

Klasifikasi dan Parameter 

Kompleksitas : 
sederhana Permanensi 
: Permanen Ketinggian 
: I lantai Kepemilikan 
perorangan 

4 

bp x Ip 

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = l 

Indeks Terintegrasi (It: 0,15 1.20x 1 = 0,18 

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas 
x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x 

Indeks BG Terbangun 

: 36 x(0.5% x Rp.4.830.000,- x 0.18 x 1 

: Rp. 156,492,­ 



2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Lombok Tengah 
Data Bangunan 
Fungsi :Usaha 
Luas Bangunan (Lt) : 738 m2 
Ketinggian : 3 lantai 

Lokasi :Kab. Lombok Tengah 
Kepemilikan : pribadi 
SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,­ 
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%. 

Fungsi Indeks T 
Fungsi 

bp x Ip Klasifikasi dan Parameter 

Usaha 0.7 0,3x2 
0,20 x 

2,00 
0,50 x 

1,12 

- 0,6 
0,40 
0,56 
1,56 

Kompleksitas : tidak 
sederhana Permanensi 
Permanen Ketinggian : 3 
lantai Kepemilikan : 
perorangan 

Faktor Kepemilikan (Perorangan) l 

Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56x 1 1,092 

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas 
x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks 

BG Terbangun 
: 738 x(0.5% Rp.4.830.000,- x 1,092 x 1 

: Rp. 19,462,388,400,­ 

,- 
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II. PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA PERPANJANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

No Jenis iasa Besarnva retribusi Keteran Satuan 

I Pengesahan US$100 (seratus dollar /bulan 

Rencana Amerika 
Perpanjangan Serikat)/perjabatan 
Penggunaan 
Tenaga Kerja 
Asins 

BUPATI LOMBOK TENGAH,,. 
J' 

.LAL PATH~L BAHRI 


